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ABSTRAK 
Ika Astuti (B12113307). Pengawasan Pemerintah Terhadap 
Pelaksanaan Kewajiban Pascatambang Pemilik Izin Usaha Pertambangan di 
Desa Mangilu, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep dibimbing oleh 
A.M.Yunus Wahid dan Zulkifli Aspan 
Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui pengawasan pemerintah 
terhadap pengawasan pelaksanaan kewajiban pascatambang pemilik Izin Usaha 
Pertambangan dan Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dalam 
pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan kewajiaban pasca tambang pemilik 
Izin Usaha Pertambangan 
Penelitian ini dilakukan di provinsi Sulawesi Selatan dengan objek 
penelitian adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi 
Selatan dan masyarakat di sekitar tambang. Penelitian ini di lakukan dengan 
melakukan wawancara langsung dengan narasumber pada lokasi penelitian yang 
kompeten dan relevan dengan topik penelitian lalu melakukan observasi terhadap 
pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan kewajiban pascatambang pemilik 
izin usaha pertambangan. Pendekatan yang dilakukan adalah desriptif kualitatif 
dengan mengurai, menjelaskan, dan mengambarkan sesuai dengan permasalahan 
dari hasil penelitian. 
Hasil penelitian ini menunjukkan 1)pelaksanaan kewajiban pascatambang 
Pemilik Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Pangkep pada dasarnya sudah 
taat dalam melakukan laporan secara tertulis setiap 3 (tiga) bulan sekali yang 
kemudian di evaluasi oleh pemerintah terkait. 2)Faktor-faktor penghambat dalam 
pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan Kewajiban Pascatambang Pemilik 
Izin Usaha Pertambangan, yaitu : a.Tidak tersedianya ruangan yang luas sebagai 
tempat pembinaan bagi para Pemilik izin . b. Kurangnya Aparatur pengawas 
kegiatan Usaha pertambangan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Indonesia secara regional berada pada posisi tumbukan dua buah 
lempeng besar, yaitu Lempengan Pasifik di Utara dan Lempeng Australia di 
Selatan. Akibat kedua lempeng tersebut, telah menempatkan wilayah negara 
indonesia menjadi salah satu wilayah negara yang rawan akan bencana gempa 
bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi, namun di balik bencana alam akibat 
tumbukan kedua lempeng tersebut pulalah yang menghasilkan tatanan tektonik 
yang lengkap. Kondisi geologi demikian, mendukung kondisi pembentukan 
mineralisasi berbagai mineral atau bahan galian berharga sebagai anugrah Allah 
SWT yang patut disyukuri.
1
  
Proses mineralisasi adalah salah satu hikmah dari bencana yang 
diakibatkan oleh kedua lempeng tadi, secara nyata telah menempatkan indonesia 
sebagai negara yang kaya akan berbagai macam mineral atau bahan galian.
2
 
Indonesia adalah negara yang kaya akan akan bahan galian (tambang). 
Bahan tambang itu meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu 
bara, dan lain-lain bahan galian itu dikuasai oleh negara. hak penguasaan negara 
berisi wewenang untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi pengelolaan atau 
pengusahaan galian serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya sebesar-
besarnya untuk kemakmuran rakyat.
3
 
                                                           
1 Nandang Sudrajat, 2010, Teori dan Praktik Pertambangan di Indonesia Menurut Hukum, Pustaka Yustisia, 
Yogyakarta, hlm 83 
2 Ibid. hlm 84 
3 Salim HS, 2012, Hukum Pertambangan Di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.1 
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Dalam pengusahaan bahan galian (tambang), pemerintah dapat 
melaksanakan sendiri dan/atau menunjuk kontraktor apabila diperlukan untuk 
melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan 
sendiri oleh instansi pemerintah.
4
 
Apabila usaha pertambangan dilaksanakan oleh kontraktor kedudukan 
pemerintah adalah pemberi izin kepada kontraktor yang bersangkutan. Izin yang 
diberikan oleh pemerintah berupa kuasa pertambangan, kontrak karya, perjanjian 
kontrak karya perusahaan pertambangan batu bara dan kontrak production 
sharing.
5
 
Perusahaan tambang yang di berikan izin oleh pemerintah untuk 
mengusahakan bahan tambang terdiri dari: 
1. Instansi pemerintah yang ditunjuk oleh menteri; 
2. Perusahaan negara; 
3. Perusahaan daerah; 
4. Perusahaan dengan modal bersama antara negara dan daerah; 
5. Koperasi; 
6. Badan atau perseorang swasta; 
7. Perusahaan dengan modal bersama antara negar atau daerah 
dengan koperasi dan atau badan/perseorang swasta; 
8. Pertambangan rakyat.6 
Walaupun institusi ini diberikan kewenangan untuk mengusahakan bahan 
galian, namun perusahaan yang paling menonjol untuk mengusahakan bahan 
                                                           
4 ibid 
5 Ibid. Hlm. 2 
6 ibid 
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galian didominasi oleh perusahaan asing, baik perusahaan yang seluruh modalnya 
berasal dari asing maupun patungan antara perusahaan asing dengan perusahaan 
domestik. Dominannya perusahaan asing dalam pengusahaan bahan galian di 
Indonesia dikarenakan perusahaan itu mempunyai modal yang besar dan telah 
berpengalaman di dalam mengelola bahan galian baik bahan mineral, minyak dan 
gas bumi, maupun batu bara.
7
 
Di Kabupaten Pangkep khususnya berdasarkan letak geografis yang 
Secara garis besar wilayah daratan Kabupaten Pangkajene, dan Kepulauan 
ditandai dengan bentang alam wilayah dari daerah dataran rendah sampai 
pegunungan, di mana potensi cukup besar juga terdapat pada wilayah daratan 
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yaitu ditandai dengan terdapatnya sumber 
daya alam berupa hasil tambang seperti batu bara, marmer, dan semen. Disamping 
itu potensi pariwisata alam yang mampu menambah pendapatan daerah.
8
 
Berdasarkan data dari dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi 
Selawesi Selatan di Kabupaten Pangkep terdapat 72 Izin Usaha Pertambangan 
(IUP) yang pemiliknya terdiri dari, 50 Perseroan Terbatas (PT), 10 Comanditaire 
Venotschap/Pesekutuan Komanditer, dan 12 Perseorangan.
9
 
 Perusahaan tambang di Indonesia menimbulkan dampak positif dan 
dampak negatif baik bagi negara, lingkungan, dan masyarakat lingkar tambang.  
 
                                                           
7 Ibid. Hlm 5 
8 https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pangkajene_dan_Kepulauan#Geografi, 21 maret 2017 sabtu pukul. 
22.10 wita. 
9 Diberikan oleh Kepala Seksi Pengendalian dan Evaluasi melalui Chat Whatsap 
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Dari aspek devisa negara dan pendapatan asli daerah, keberadaan 
perusahaan tambang memang sangat membantu pembangunan nasional dan 
daerah.
10
 Namun keberadaan perusahaan tambang juga memberi dampak negatif 
baik bagi lingkungan dan kehidupan masyarakat, sehingga pemerintah harus 
mengambil langkah cepat agar dapat meminimalisirkan dampak negatif tersebut. 
Upaya pemerintah untuk meminimalisir dampak tersebut telah terlihat dengan 
dikeluarkannya UU No. 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan 
Batubara. 
Dalam UU No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan 
Batubara tersebut mengatur tentang hak dan kewajiban pemilik izin usaha 
pertambangan, salah satu kewajiban Pemegang IUP guna meminimalisir dampak 
negatif tersebut diatur dalam pasal 99 ayat 1 sampai 3 yang menyatakan bahwa: 
(1) Setiap pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan rencana reklamasi 
dan rencana pasca tambang pada saat mengajukan permohonan izin usaha 
pertambangan operasi produksi atau izin usaha pertambangan khusus 
operasi produksi. 
(2) Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pasca tambang dilakukan sesuai 
dengan peruntukan lahan pascatambang. 
(3) Peruntukan lahan pasca tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP 
dan IUPK dan pemegang hak atas tanah.
11
 
Namun pada kenyataannya pemegang izin usaha pertambangan tidak 
melakasanakan kewajibannya seperti yang tertera di atas khususnya di kabupaten 
Pangkep yang banyak memiliki potensi-potensi tambang yang mengundang 
perusahaan-perusahaan asing masuk ke wilayah Pangkep memang semakin 
banyak perusahaan-perusahaan asing yang masuk maka pendapatan daerah akan 
                                                           
10 Ibid. Hlm.6 
11 UU No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 
 5 
 
meningkat. Namun tidak sedikit pula perusahaan-perusahaan asing yang 
melakukan pertambang dan setelah itu meninggalkan lokasi tambang tanpa 
reklamasi sesuai dengan kewajiban yang telah diatur dalam Undang-Undang No.4 
Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. 
Seperti yang terjadi di kabupaten Pangkep, kecamatan Bungoro tepatnya di 
Desa Mangilu. Dimana di Desa tersebut terdapat 15 perusahaan tambang 
golongan C yang setelah melakukan kegiatan pertambangan membiarkan limbah 
hasil pertambangannya yang berupa potongan-potongan batu marmer dan 
beberapa bekas galian yang membentuk danau-danau kecil di lokasi bekas 
tambang. Seperti yang dikabarkan dalam berita Online rakyatsulsel.com yang 
menyatakan bahwa “Di daerah bekas tambang galian C di Kecamatan Bungoro 
terlihat lubang-lubang besar yang mirip danau-danau kecil yang setiap saat 
mengancam keselamatan warga. Tercatat sudah dua kali kasus kematian akibat 
tenggelam di lokasi bekas areal tambang galian C. Terakhir, pekan silam tiga 
orang bocah yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD) meregang nyawa di 
lokasi bekas tambang.”12 
Karena pada saat berita tersebut diatas di-posting kewenangan dalam 
mengawasi kegiatan pascatambang masih menjadi urusan Pemerintah Kabupaten 
namun pada tahun 2016 Dinas Pertambangan di Kabupaten di ambil alih oleh 
pemerintah provinsi disebabkan karena terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 Tentang 
Pemerintah Daerah dalam Pasal 14 ayat (1) yang menentukan bahwa: 
                                                           
12 http://rakyatsulsel.com/tambang-pangkep-habis-manis-sepah-dibuang.html, 12 januari 2017, kamis pukul 
20.10 wita 
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Penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan serta energi 
dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi. 
Yang dalam peraturan tersebut tidak menyebutkan adanya penyelenggaraan 
urusan pemerintahan di Daerah Kabupaten/Kota, Sehingga dari fenomena diatas 
penulis berkeinginan mengangkat sebuah penelitian yang berjudul ”Pengawasan 
Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Pascatambang Pemilik Izin 
Usaha Pertambangan di Desa Mangilu, Kecamatan Bungoro, Kabupaten 
Pangkep”.  
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas maka dirumuskanlah beberapa 
rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan 
kewajiaban pasca tambang pemilik Izin Usaha Pertambangan di 
Desa Mangilu, Kecamatan Bungoro, Kabupaten pangkep? 
2. Apa faktor-faktor yang menghambat pengawasan pemerintah 
terhadap pelaksanaan kewajiban pascatambang pemilik Izin Usaha 
Pertambangan? 
C. Tujuan Penelitian 
Dari rumusan masalah diatas, maka menurut penulis tujuan penelitian: 
1. Untuk mengetahui pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan 
kewajiban pascatambang pemilik Izin Usaha Pertambangan; 
 7 
 
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dalam 
pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan kewajiaban pasca 
tambang pemilik Izin Usaha Pertambangan. 
D. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Sebagai masukan untuk para administrasi negara yang bergerak 
dalam bidang pertambangan agar lebih meningkatkan pengawasan 
terhadap pemilik izin usaha agar tujuan dan fungsi izin dapat 
tercapai. 
2. Sebagai tambahan referensi dan kepustakaan untuk para mahasiswa 
fakultas hukum, kalangan yang ingin mengkaji lebih lanjut, serta 
untuk menambah perbendaharaan perpustakaan Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Wewenang Pemerintahan 
1. Istilah  
Kewenangan untuk bertindak atau berbuat oleh pemerintah yang disebut 
juga dengan wewenang pemerintahan menjadi dasar legitimasi untuk bertindak 
atau berbuat bagi pemerintah. Dalam hukum administrasi dikemukakan, bahwa 
tidak ada tindakan atau perbuatan pemerintahan yang tidak didasarkan pada 
wewenang yang sah.
13
 
Dalam literatur hukum administrasi negara dijelaskan, bahwa istilah 
wewenang seringkali disepadankan dengan istilah kekuasaan. Padahal istilah 
kekuasaan tidaklah identik dengan istilah wewenang. Kata “wewenang” berasal 
dari kata “authority” (Inggris) dan “gezag” (Belanda). Sedangkan istilah 
kekuasaan berasal dari kata “power” (Inggris) dan “macht” (Belanda).14 Dari 
kedua istilah tersebut jelas tersimpul perbedaan makna dan pengertian sehingga 
pada penempatan kedua istilah tersebut haruslah dilakukan secara cermat dan hati-
hati. Penggunaan atau pemakaian istilah tersebut nampaknya tidak terlalu 
dipermasalahkan dalam realitas penyelenggaraan pemerintahan kita. Padahal 
dalam konsep hukum tata negara dan hukum administrasi negara keberadaan 
wewenang pemerintah memiliki kedudukan sangat penting. Begitu pentingnya 
kedudukan wewenang pemerintahan tersebut sehingga F.A.M Stroink dan J.G 
                                                           
13 Aminuddin Ilmar, 2013, Hukum Tata Pemerintahan, Identitas Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 114 
14
 ibid 
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Steenbeek menyebutnya sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum 
administrasi.
15
 
Bagir Manan mempertegas istilah dan terminologi apa yang dimaksudkan 
dengan wewenang pemerintahan. Menurutnya, wewenang pemerintahan dalam 
bahasa hukum tidaklah sama dengan kekuasaan (macht). Kekuasaan hanya 
menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Sedangkan, wewenang 
dalam hukum dapat sekaligus berarti hak dan kewajiban ( rechten en plichten). 
Dalam kaitan proses penyelenggaraan pemerintahan, hak mengandung pengertian 
untuk mengatur sendiri (zelfregelen) dan mengelola sendiri (zelfbestuuren), 
sedangkan kewajiban berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan 
sebagaimana mestinya. Dengan demikian, substansi dari wewenang pemerintahan 
adalah kemampuan untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum 
pemerintahan. 
Dalam konsepsi negara hukum wewenang pemerintahan itu berasal dari 
perturan perundang-undagan yang berlaku sebagaiman yang dikemukakan oleh 
Huisman, bahwa organ pemerintahan tidak dapat menganggap ia memiliki sendiri 
sendiri wewenang pemerintahan. Kewenangan hanya diberikan oleh undang-
undang. Pembuat undang-undang tidak hanya diberikan wewenang pemerintahan 
kepada organ pemerintahan, akan tetapi juga terhadap para pegawai atau terhadap 
badan khusus untuk itu. Pendapat yang sama dikemukakan oleh P. De Haan 
dengan menyebutkan, bahwa wewenang pemerintahan  tidaklah jatuh dari langit, 
akan tetapi ditentukan oleh hukum.
16
 
                                                           
15 ibid 
16 Ibid. hlm. 117 
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2. Sifat Wewenang Pemerintahan 
Seluruh pelaksanaan dari wewenang pemerintahan itu dilakukan atau 
dilaksanakan oleh pemerintah. Tanpa adanya wewenang pemerintahan maka 
tentunya pemerintah tidak dapat melakukan suatu tindakan atau perbuatan 
pemerintahan.dengan kata lain pemerintah tidak akan mungkin melakukan suatau 
tindakan atau perbuatan berupa suatu keputusan atau kebijakan tanpa dilandasi 
atau disertai dengan wewenang pemerintahan. Kalau sampai hal tersebut 
dilakukan maka tindakan atau perbuatan pemerintahan yang dimaksud dapat 
dikategorikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang tanpa dasar alias 
perbuatan yang sewenang-wenang (cacat hukum). Oleh karena itu, sifat dari 
wewenang pemerintahan perlu ditetapkan dan ditegaskan agar tidak terjadi 
penyalahgunaan wewenang pemerintahan dan atau tindakan atau perbuatan yang 
sewenang-wenang.
17
 
Safri Nugraha dan kawan-kawan mengemukakan, bahwa sifat wewenang 
pemerintahan itu meliputi tiga aspek yakni, selalu terikat pada suatu masa tertentu, 
selalu tunduk pada batas yang ditentukan dan pelaksanaan wewnang pemerintahan 
terikat pada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis (asas-asas umum pemerintahn 
yang baik). Lebih lanjut, dikemukakan bahwa sifat wewenang selalu teriakat pada 
suatu masa tertentu ditentukan secara jelas dan tegas melalui suatu peraturan 
perundang-undangan. Lama berlakunya wewenang tersebut juga disebutkan 
dalam peraturan yang menjadi dasarnya. Sehingga bilamana wewenang 
pemerintahan itu dipergunakan dan tidak sesuai dengan sifat wewenang 
                                                           
17 Ibid. hlm 122 
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pemerintahan tersebut, makat tindakan atau perbuatan pemerintahan itu bisa 
dikatakan tidak sah atau batal demi hukum.
18
 
Dalam kepustakaan hukum administrasi terdapat pemebagian mengenai 
sifat wewenang pemerintahan yakni, terdapat wewenang pemerintahan yang 
bersifat terikat, fakultatif, dan bebas, terutama dalam kaitannya dengan 
kewenangan untuk membuat dan menerbitkan keputusan–keputusan yang bersifat 
mengatur (besluiten) dan keputusan-keputusan yang bersifat menetapkan 
(beschikking) oleh organ pemerintahan. Oleh Indroharto dikemukakan, bahwa 
wewenang pemerintahan yang bersifat terikat yakni, terjadi apabila peraturan 
dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana wewenang 
tersebut dapat digunakan, atau peraturan dasarnya sedikit banyak menetukan 
tentang isi dari  keputusan yang harus diambil. Dengan kata lain, terjadi apabila 
perturan dasar yang menetukan isi dari keputusan yang harus diambil secara 
terinci, maka wewenang pemerintahan semacam itu merupakan wewenang yang 
bersifat terikat. Sedangkan, sifat wewenang fakultatif terjadi dalam hal badan atau 
pejabat pemerintah yang bersangkutan tidak wajib menerapkan wewenangnya 
atau sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan 
dalam hal-hal atau keadaan-keadaan tertentu saja sebagaimana yang ditentukan 
dalam peraturan dasarnya. Wewenang pemerintahan yang bersifat bebas yakni, 
terjadi ketika peraturan dasarnya memberi kebebasan kepada badan atau pejabat 
pemerintah untuk menetukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan 
dikeluarkannya atau peraturan dasarnya memberi ruang lingkup kebebasan kepada 
                                                           
18 ibid 
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pejabat pemerintah untuk mengambil suatu tindakan atau perbuatan 
pemerintahan.
19
 
Philipus M. Hadjhon menetapkan adanya dua jenis kekuasaan bebas atau 
kekuasaan diskresi yakni, pertama adalah kewenangn untuk memutus secara 
mandiri; dan yang kedua, adalah kewenangan interpretasi terhadap norma-norma 
tersamar dalam peraturan perundang-undangan (vagenormen). Dengan kata lain, 
kewenangan untuk memutus atau menetapkan secara mandiri terhadap tindakan 
atau perbuatan seperti apa yang akan dilakukan atau diambil dan kewenangan 
untuk melakukan penafsiran atau interpretasi terhadap norma hukum yang samar-
samar seperti; izin usaha dapat diberikan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu 
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pertanyaannya adalah 
seperti apakah syarat-syarat tersebut yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan sehingga pemerintahlah yang berwenang untuk menafsirkan syarat-
syarat tersebut dalam pemberi izin usaha yang dimaksud.
20
 
3. Sumber Wewenang Pemerintahan  
Seiring dengan pilar utama dari konsepsi negara hukum yakni, asas 
legalitas maka berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan 
berasal dari peraturan perundang-undangan, yang berarti sumber wewenang bagi 
pemerintah ada didalam peraturan perundang-undangan secara teoritik, 
kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut 
diperoleh melalui  tiga cara yakni, atribusi, delegasi, dan mandat.
21
 
                                                           
19 Ibid. hlm. 123 
20 Ibid. hlm 125 
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Untuk lebih jelasnya pengertian apa yang dimaksud dengan atribusi, 
delegasi, dan mandat maka oleh H.D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt 
mendefenisikan atribusi sebagai suatu pemberian wewenang wewenang 
pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada orga pemerintahan (attribute 
is toekenning van een bestuursbevoegheid door een wegever aan een 
bestuursorgaan). Sedangkan, pengertian delegasi adalah pelimpahan wewenang 
pemerintah dari suatu organ pemerintahan lainnya (delegatie is overdracht van 
een bevoegheid van het ene bestuursorgaan aan een ander), dan pengertian 
mandat adalah terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya 
dijalankan oleh orang lain atas namanya (mandaat is een bestuursorgaan loot zijn 
beveogheid namens hem uitoefenen door een ander).
22
 
Selanjutnya, dapat dikemukakan bahwa dengan mengetahui sumber dan 
cara memperoleh wewenang dari organ pemerintahan akan memperjelas 
legitimasi tindakan atau perbuatan pemerintahan. Hal tersebut  terkait pula denga 
pertanggung jawaban hukum (rechttelijk verantwording) dalam setiap penggunaan 
wewenang pemerintahan yang menegaskan, bahwa tidak ada satupun kewenangan 
yang diberikan kepada pemerintah dalam melakukan suatu tindakan atau 
perbuatan pemerintah tanpa disertai dengan suatu pertanggung-jawaban (geen 
bevoegheid naar bestuur rechtshandelingen zonder verantwoordelijkheid atau 
there is no authority in goverment action without responsibility). Dengan kata 
lain, dalam setiap pemberian kewenangan kepada pejabat pemerintahan tertentu 
                                                           
22 Ibid.  hlm 127 
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selaku personifikasi dari jabatan pemerintahan, maka tersirat dengan jelas di 
dalamnya pertanggungjawaban dari pejabat yang bersangkutan.
23
 
Dari uraian tersebut diatas, secara jelas dapat disimpulkan bahwa 
wewenang pemerintahan yang menjadi dasar tindakan atau perbuatan 
pemerintahan meliputi 3 (tiga) macam wewenang yakni, wewenang yang 
diperoleh secara atribusi dan berasal dari peraturan perundang-undangan adalah 
wewenang yang bersifat asli. Dengan kata lain, organ pemerintahan memperoleh 
kewenangan secara langsung dari rumusan norma-norma pasal tertentu dalam 
suatu peraturan perundang-undangan. Dalam hal tindakan atau perbuatan 
pemerintahan didasarkan pada wewenang atribusi, maka pemerintah selaku 
penerima wewenang dapat menciptakan wewenang pemerintahan baru atau 
memperluas wewenang yang ada, dengan demikian maka tanggung jawab intern 
maupun ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada 
pada pemerintah selaku penerima wewenang pemerintahan (atributaris).
24
 
Pada wewenang delegasi tidak ada penciptaan wewenang pemerintahan 
yang baru, yang ada hanyalah pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu 
kepada pejabat yang lainnya sehingga tanggung jawab yuridis tidak lagi berada 
pada pemberi delegasi (delegans) tetapi telah beralih kepada penerima delegasi 
(delegataris). Sedangkan, pada wewenang mandat, maka penrima mandat 
(mandataris) hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat (mandans), 
sedangkan tanggungjawab akhir dari keputusan yang diambil oleh penerima 
mandat atau mandataris tetap berada pada pemberi mandat atau mandans. Dalam 
                                                           
23 Ibid. hlm 130 
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hal ini penerima mandat hanyalah sekedar melaksanakan atau menyelenggarakan 
apa yang tetap menjadi tanggung jawab pemberi mandat.
25
 
4. Pembatasan Wewenang Pemerintahan 
Kepentingan untuk melakukan pembatasan terhadap penggunaan 
wewenang pemerintahan tidal lain dimaksudkan untuk mencegah terjadinya 
tindakan atau perbuatan penyalahgunaan kewenangan maupun perbuatan 
sewenang-wenang yang dilakukan oleh pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa 
dengan adanya batas wewenangtersebut memberikan ruang lingkup terhadap 
legalitas tindakan atau perbuatan pemerintah yang meliputi wewenang, prosedur, 
dan subtansi.
26
 
Adanya wewenang dan prosedur merupakan landasan bagi legalitas formal 
suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan. Dengan dasar legalitas formal 
tersebut maka lahirlah asas praesumptio iustae causa, dalam arti bahwa setiap 
tindakan atau perbuatan pemerintahan harus dianggap sah sampai ada pembatalan 
untuk itu. Asas ini menjadi ratio legis dengan adanya norma aturan yang 
menyatakan, bahwa gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya 
keputusan badan atau pejabat pemerintahan serta tindakan atau perbuatan badan 
atau pejabat yang digugat. Tidak terpenuhinya tiga komponen legalitas tindakan 
atau perbuatan pemerintahan tersebut mengakibatkan cacat yuridis yang 
menyangkut wewenang, prosedur dan subtansi.
27
 
Wewenang selalu dikaitkan dengan setiap tindakan atau perbuatan 
pemerintahan yang mensyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. 
                                                           
25 Ibid.  
26 Ibid. hlm 135 
27 Ibid. 
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Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber yakni, atribusi, delegasi, dan 
mandat. Sedangkan asas umum prosedur bertumpu atas tiga landasan utama 
yakni, asas negara hukum, asas demokrasi dan asas instrumental. Asas negara 
hukum dalam prosedur utamanya berkaitan dengan perlindungan hak-hak dasar, 
asas demokrasi dalam kaitan dengan prosedur berhubungan dengan asas 
keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penerapan asas 
instrumental meliputi asas efisiensi atau daya guna dan asas efektifitas atau hasil 
guna dalam penyelenggaraan pemerintahan.
28
 
Kekuasaan pemerintahaan dibatasi secara substansial, dalam arti bahwa 
tindakan atau perbuatan pemerintahan dibatasi menurut aturan dasaryang 
dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan.
29
 
B. Pengertian Pengawasan 
Secara bahasa, pengawasan adalah penilikan atau penjagaan. Menurut S.P. 
Siagiaan, pengawasan merupakan proses pengamatan pada seluruh kegiatan 
organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan 
rencana yang ditentukan. Sementara itu dari segi hukum administrasi negara, 
pengawasan dimaknai sebagai proses kegiatan yang membandingkan apa yang 
dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, 
direncanakan, atau diperintahkan.
30
 
Menurut Adrian Sutedi, pengawasan adalah suatu kegiatan untuk 
menjamin atau menjaga agar rencana dapat diwujudkan dengan efektif. Masing-
masing organisasi mempunyai rencana untuk mencapai tujuan yang telah 
                                                           
28 Ibid. hlm 136 
29 Ibid. 
30 S.P Siagiaan, 1980. Adminstrasi Pembangunan. PT. Gunung Agung, Jakarta. Hlm.2 
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ditetapkan. Untuk menjaga agar organisasi itu dapan mencapai tujuannya, mutlak 
diperlukan pengawasan. Menurut Ridwan HR, rencana merupakan bagian yang 
tak terelakkan dalam suatu organisasi sebagai tahap awal untuk pencapaian 
tujuan.
31
 
Menurut Victor M. Situmorang, dalam suatu negara telebih-lebih dalam 
negara yang sedang berkembang atau membangun maka control/pengawasan 
sangat urgen atau penting baik pengawasan vertikal, horisontal, eksternal, internal, 
preventif maupun represif agar maksud atau tujuan yang telah ditetapkan tercapai. 
Oleh karena itu untuk mencapai tujuan negara atau organisasi, maka dalam hal 
pengawasan ini dapat pula diklasifikasikan macam-macam pengawasan 
berdasarkan sifatnya, yakni:
32
 
1. Pengawasan Langsung dan Pengawasan Tidak Langsung 
a. Pengawasan Langsung 
Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi 
oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, 
mengecek sendiri di tempat pekerjaan dan menerima laporan. Laporan 
secara langsung pula dari pelaksana. Hal ini dilakukan dengan inspeksi. 
b. Pengawasan tidak langsung 
Pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan-laporan 
yang diterima dari pelaksanabaik lisan amupun tertulis, mempelajari 
pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya. 
 
                                                           
31 Ridwan HR, 2006. Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.194 
32 Victor M. Situmorang, 1998. Aspek Hukum Pengawasan Melekal Dalam Lingkungan Aparatur 
Pemerintah, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 27 
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2. Pengawasan Preventif dan Peangawasan Represif 
a. Pengawasan Preventif 
Dilakukan melaui preaudit sebelum pekerjaan dimulai. Misalnya dengan 
mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan, rencana kerja, 
rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber alain 
b. Pengawasan Represif 
Dilakukan melalui post-audit denga ppemeriksaan terhadap pelaksanaan 
ditempat (inspeksi), meminta laporan pelaksanaan dan sebagainya. 
3. Pengawasan Intern dan Pengawasan Ekstern 
a. Pengawasan Intern 
Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam 
organisasi itu sendiri. Pada dasarnya pengawsan harus dilakukan oleh 
pucuk pimpinan sendiri. 
b. Pengawasan Ekstern 
Pengawasan ektern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat diluar 
organisasi itu sendiri. 
Disamping itu, Menurut Victo M. Situmorang, macam-macam 
pengawasan dilihat dari bidang pengawasannya, yakni:
33
 
1. Pengawasan anggaran pendapatan (budgetary control) 
2. Pengawasan biaya (cost control) 
3. Pengawsan barang inventaris ( inventory control) 
4. Pengawasan produksi (production control) 
                                                           
33 Ibid. hlm 29 
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5. Pengawasan jumlah hasil kerja (quality control) 
6. Pengawasan pemeliharaan (maintance control) 
Adapun macam-macam pengawasan yang tercantum dalam lampiran 
instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 Tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pengawasan melekat yakni: 
1. Pengawasan Melekat 
Adalah rangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus 
menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, secara 
preventif atau represif agar pelaksanaa tugas bawahannya tersebut berjalan 
secara efektif dan efisien sesuai denga  rencana kegiatan dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku 
2. Pengawasan Fungsional 
Adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas secara 
fungsional baik intern pemerintah maupun ekstern pemerintah, yang 
dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugan umum pemerintahan dan 
pembangunan agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
3. Pengawasan Masyarakat 
Adalah pengawasan yang dilakukan oleh warga masyarakat yang 
disampaikan secara lisan atau tertulis kepada aparatur pemerintah yang 
berkepentingan, berupaka sumbangan fikiran, saran, gagasan, atau 
keluhan/pengaduan yang bersifat membangun yang disampaikan baik 
secara langsung maupun melalui media. 
 20 
 
 
4. Pengawasan Legislatif 
Adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat 
terhadap kebijaksanaa dan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan 
dan pembangunan. 
C. Pengaturan Pertambangan di Indonesia Menurut UU No.4 Tahun 
2009 
1. Penggolongan Bahan Galian 
Dalam UU No. 4 Tahun 2009, penggolongan bahan galian diatur 
berdasarkan pada kelompok usaha pertambangan, sesuai pasal 4, yaitu; 
(1)Usaha pertambangan dikelompokkan atas: 
a. Pertambangan mineral; 
b. Pertambangan batubara. 
(2)Pertambangan mineral sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
digolongkan atas: 
a. Pertambangan mineral radio aktif; 
b. Pertambangan mineral logam; 
c. Pertambangan mineral bukan logam; 
d. Pertambangan batuan.34 
Lebih lanjut, detail pengaturan tentang tata cara pengusahaan masing-
masing kelompok dimaksud, dilakukan dengan pengaturan sebagai berikut: 
1. Pasal 50, khusus mengatur mengenai pengusahaan mineral radio aktif; 
                                                           
34 Sudrajat, Op. Cit. Hlm 57 
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2. Pasal 51, 52, dan 53, mengatur mengenai pengusahaan mineral logam; 
3. Pasal 54, 55, dan 56, mengatur mengenai pengusahaan bukan logam; 
4. Pasal 57, 58, 59, 60, 61, 62, dan 63, mengatur mengenai pengusahaan batu 
bara.
35
 
Pengelompokan bahan galian, juga dapat dilihat dari pengaturan tentang 
izin pertambangan rakyat, sebagaimana diatur pada pasal 66, yaitu: kegiatan 
pertambangan rakyat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 20 dikelompokkan 
sebagai berikut: 
1. Pertambangan mineral logam; 
2. Pertambangan mineral bukan logam; 
3. Pertambangan batuan; dan/atau 
4. Pertambangan batu bara.36 
2. Sistem Pengolahan Bahan Galian 
a. Konsep Dasar Pengelolaan dan Pengusahaan 
UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dari 
sisi muatan mengalami perubahan yang cukup mendasar, termasuk didalamnya 
dalam pelaksanaan pengelolaan bahan galian. Perubahan mendasar dimaksud 
berkaitan dengan sistem pengelolaan bahan galian yang mulain ditata dari awal, 
yaitu dilakukan sejak penetapan sebuah kawasan menjadi wilayah pertambangan 
dirancang sedemikian rupadan terintegrasi dengan pengembangan wilayah secara 
nasional.
37
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Menyadari peran strategis data potensi daerah, dalam kerangka 
penyusunan tata ruang nasional, maka penyiapan data potensi bahan galian secara 
akurat, aktual, dan benar menjadi kebutuhan yang mendesak. Melalui data potensi 
bahan galian, akan menetukan rancangan pengembangan wilayah-wilayah 
tersebut untuk jangka panjang. Artinya, jangan sampai penetapan tata ruang bukan 
berangkat dari basis data potensi wilayah/daerah yang bersangkutan, sehingga 
pada giliran di kemudian hari ternyata pada lahan yang diperuntukkan bagi 
kepentingan lain ditemukan potensi bahan galian, maka akan timbul 
permasalahan.
38
 
b. Wilayah dan Izin Pertambangan 
1) Wilayah Pertambangan 
Penetapan mekanisme pengelolaan dan pengusahaan pertambangan yang 
dimulai dari zonasi daerah yang berpotensi akan suatu bahan galian, merupakan 
suatu kemajuan yang sesuai dengan tantangan dan perkembangan zaman. Karena 
melalui penetapan wilayah pertambang, maka akan dapat dilakukan sebuah 
perencanaan pengelolaan dan pengusahaan bahan galian, yang diintegrasikan 
dengan perencanaan pembangunan secara keseluruhan. 
Mekanisme penetapan ruang lingkup wilayah pertambangan sendiri diatur 
dalam pasal 10, pasal 11, dan pasal 12, yaitu: 
1. Penetapan suatu wilayah pertambangan harus dilakukan setelah 
berkoordinasi dengan DPR, pemerintah daerah, pendapat instansi terkait, 
dan masyarakat; 
                                                           
38 Ibid. hlm 59 
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2. Dilakukan melauli proses yang transparan, partisipatif, dan bertanggung 
jawab; 
3. Memperhatikan aspek sosial, budaya, ekonomi, ekologi, dan berwawasan 
lingkungan. 
Jenis wilayah pertambangan diatur dalam pasal 13, yaitu bahwa wilayah 
pertambangan, terdiri dari: 
a. Wilayah Usaha Pertambangan (WUP); 
b. Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR); 
c. Wilayah Pertambangan Negara (WPN). 
Batasan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), adalah: 
1. Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan merupakan kewenangan 
pemerintah, yang dalam pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada 
pemerintah provinsi; 
2. Satu WUP, dapat terdiri dari satu atau beberapa WIUP (Wilayah Izin Usaha 
Pertambangan); 
3. Dapat berada dalam satu wilayah provinsi atau lintas provinsi, atau satu 
wilayah kabupaten/kota atau litas wilayah kabupaten/kota; 
4. Kriterian penetapan WIUP, harus mempertimbangkan  
a. Letak geografis; 
b. Kaidah konservasi; 
c. Daya dukung lingkungan; 
d. Optimalisasi sumber daya mineral dan/atau batu bara; 
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e. Tingkat kepadatan penduduk. 39 
Adapun ruang lingkup atau batasan-batasan pertambangan rakyat adalah 
sebagai berikut: 
a. Izin pertambangan rakyat dikeluarkan oleh bupati/walikota. Kewenangan 
tersebut, dalam pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada camat; 
b. Mengusahakan endapan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau 
diantara tepi dan tepi sungai; 
c. Mengusahakan endapan mineral primer sampai dengan kedalaman 
maksimal 25 meter; 
d. Endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba; 
e. Luas wilayah maksimal 25 hektare; 
f. Atau wilayah yang telah diusahakan sebagai kegiatan tambang rakyat 
sekurang-kurangnya 15 tahun.
40
 
Adanya campur tangan pemerintah secara lansung atas penetapan bahan 
galian tertentu masuk kedalam yang diproyeksikan untuk kepentingan nasional 
dilakukan dengan cara mengkavling suatu wilayah menjadi wilayah pertambangan 
negara. pada pasal 28, mengatur tentang ketentuan WPN  dapat dilakukan 
perubahan menjadi WUPK, dengan pertimbangan sebagai berikut: 
a. Pemenuhan bahan baku industri dan energi dalam negeri: 
b. Sumber devisa negaral 
c. Kondisi wilayah didasarkan pada keterbatasan sarana dan prasarana; 
d. Berpotensi untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi; 
                                                           
39 Ibid, hlm 61 
40 Ibid, hlm 63 
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e. Daya dukung lingkungan; dan/atau 
f. Penggunaan teknologi tinggi dan modal investasi yang besar.41 
D. Tinjauan Tentang Perizinan 
1. Pengertian Izin 
Sebelum membahas tentang izin, perlu diketahui beberapa istilah yang 
memiliki kaitan erat dengan izin yaitu Dispensasi, Lisensi, dan Konsesi. 
Dikemukakan oleh Van der pot, dispensasi merupakan keputusan 
administrasi negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan suatu 
peraturan yang menolah perbuatan itu.
42
 
Hal serupa dikemukakan oleh Amrah Muslimin, yang mengatakan bahwa 
dispensasi adalah suatu pengecualian dari ketentuan-ketentuan umum, dalam hal 
pembuat undang-undang sebnarnya pada prinsipnya ingin melakukan 
pengecualian.
43
 
Konsesi adalah suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang besar 
dimana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu 
menjadi tugas pemerintah tapi oleh pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya 
kepada konsesionaris ( pemegang izin).
44
 
Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan 
suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin memperkankan 
                                                           
41 Ibid, hlm 64 
42 Van der Pot dalam Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, 1985,  Pengantar Hukum Negara Indonesia, cetakan 
kedelapan, Balai Buku Ichtiar,Jakarta. Hlm. 143 
43 Y Sri Pudyatmoko, 2009, Perizinan: Problem dan Upaya Pembenahan, Gramedia Widiasarana Indonesia, 
Jakarta.hlm. 8 
44 Ridwan HR, 2014, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta. Hlm 197 
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seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan izin khusus atau 
istimewa.
45
 
Perizinan diistilahkan dengan lisence, permit (Inggris),vergunning 
(Belanda). Izin hanya merupakan otoritas dan monopoli pemrintah, tidak ada 
lembaga lain diluar pemerintah yang bisa memberikan izin dan ini berkaitan 
dengan prinsip kekuasaan negara atas semua sumberdaya alam demi kepentingan 
hajat hidup org banyak.
46
 
Izin adalah membolehkan, menyetujui seseorang melakukan 
sesuatu.
47
Menurut Sjachran basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi 
negara yang besegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret 
berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana yang ditetapkan oleh 
ketentuan perundang-undangan.  
E.Utrech, mengatakan bahwa bilamana pembuat peraturan umumnya 
tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja 
diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka 
keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat 
suatu izin (vergunning). 
Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang 
atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari 
ketentuan-ketentuan perundang-undangan. Dengan memberikan izin penguasa 
memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan 
                                                           
45 Ibid. 
46 Helmi, 2012, Hukum Perizinan Lingkungan hidup, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm 28 
47 Baddu- Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia, pustaka sinar harapan, jakarta, 1994, hlm. 542 
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tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut dari perkenaan suatu tindakan 
yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya.
48
 
Adapun pengertian perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi 
pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap 
kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Dengan memberikan izin, 
penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-
tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan 
umum yang mengharuskan adanya pengawasan. Hal pokok pada izin, bahwa 
sesuatu tindakan dilarang kecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam 
ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dilakukan dengan cara-cara tertentu.
49
 
2. Unsur-unsur izin 
Adapun unsur-unsur perizinan adalah: 
a. Instrumen Yuridis; 
Izin merupakan instrumen yuridis dalam bentuk keputusan yang bersifat 
konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau 
menetapkan peristiwa konkret.
50
 
b. Peraturan Perundang-Undangan; 
Pembuatan dan penerbitan keputusan izin merupakan tindakan hukum 
pemerintahan. Sebagai tindakan hukum, harus ada wewenang yang diberikan oleh 
peraturan perundang-undangan atau harus berdasarkan asas legalitas. Tanpa dasar 
wewenang, tindakan hukum itu menjadi tidak sah. Oleh karena itu, dalam hal 
membuat dan menerbitkan izin harus didasarkan pada wewenang yang oleh 
                                                           
48 Philiphus M. Hadjon, pengantar hukum perizinan, yuridika, cetakan pertama, surabaya, 1993, hlm.2 
49 Adrian Sutedi, 2011, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 168 
50 Ridwan HR, 2014, Hukum Administrasi Negara, jakarta: rajawali pers, hlm.202 
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peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena tanpa adanya dasar 
wewenang tersebut keputusan izin tersebut menjadi tidak sah.
51
 
c. Organ Pemerintah; 
Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintahan 
baik di tingkat pusat maupun daerah. Menurut sjachran basah, dari penelusuran 
pelbagai ketentuan penyelenggaraan pemerintahan dapat diketahui, bahwa mulai 
dari administrasi negara tertinggi sampai andministrasi negara terendah 
berwenang menerbitkan izin.
52
 Sehingga izin hanya boleh dikeluarkan oleh organ 
pemerintahan. 
d. Peristiwa Konkret; 
Peristiwa konkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, 
tempat tertentu, organ tertentu dan fakta hukum tertentu. Karena peristiwa konkret 
ini beragam, sejalan dengan keragaman perkembangan masyarakat, maka izinpun 
memliki banyak keragaman.
53
 
e. Prosedur dan Persyaratan; 
Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang 
ditentukan oleh pemerintah selaku pemberi izin, disamping harus menempuh 
prosedur izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang 
ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan 
persyaratan izin berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi 
pemberi izin. 
 
                                                           
51 Ibid. Hlm. 203 
52 Ibid. Hlm. 204 
53 Ibid. Hlm. 206 
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3. Tujuan Izin 
Adapun tujuan izin adalah: 
a. Keinginan mengarahkan (mengendalikan) aktivita-aktivitas 
tertentu; 
b. Mencegah bahaya bagi lingkungan; 
c. Keinginan melindungi objek-objek tertentu; 
d. Hendak membagi-bagi benda yang sedikit; 
e. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas 
(izin berdasarkan “drank en hoecawet”, di mana pengurus harus 
memenuhi syarat-syarat tertentu)
54
 
E. Usaha Pertambangan 
1. Pengertian Usaha Pertambangan 
Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam 
bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan 
memperoleh keuntungan dan atau laba.
55
 
Menurut Sukandarumidi usaha pertambangan adalah semua usaha yang 
dilakukan oleh seseorang atau badan hukum atau badan usaha untuk mengambil 
bahan galian dengan tujuan untuk dimanfaatkan lebih lanjut bagi kepentingan 
manusia. sedangkan kegiatan penambangan ialah serangkaian kegiatan mencari 
dan mempelajari kelayakan sampai dengan pemanfaatan mineral baik untuk 
perusahaan , masyarakat sekitar, maupun pemerintah (daerah/pusat)
56
 
                                                           
54 Ibid. hlm 209 
55 M. Marwan & Jimmy P., 2009, Kamus Hukum, Reality Publisher, Surabaya. Hlm. 629 
56 Sukandarumidi, 1999, Bahan-bahan Galian Industri, Yogyakarta Gadjah Mada University Press. Hlm 38 
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Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam 
rangka penelitian, pengolahan dan pengusahaan mineral atau batubara yang 
meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi 
penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta 
kegiatan pasca tambang.
57
 
Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang  
pertambangan mineral dan batubara  usaha pertambangan adalah kegiatan dalam 
rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan 
penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, 
pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang. 
2. Tahapan-Tahapan Usaha Pertambangan 
a. Tahapan Penyelidikan umum adalah   tahapan kegiatan pertambangan 
untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya 
mineralisasi.
58
sedangkan menurut H. Salim HS usaha pertambangan 
penyelidikan umum merupakan usaha untuk menyelidiki secara geologi 
umum atau fisika di daratan, perairan dan di udara, segala yang dimaksud 
untuk membuat peta geologi atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya 
bahan galian. 
b. Tahapan eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk 
memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, 
dimensi, sevaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta 
                                                           
57 Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, pasal 1 angka 1. 
58 Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, pasal 1 angka 14 
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informasi mengenai lingkungan sosian dan lingkungan hidup.
59
sedangkan 
menurut H.Salim HS usaha ekplorasi adalah segala penyelidikan geologi 
pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/saksama adanya dan sifat 
letakan galian. 
c. Tahapan Studi kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan 
untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan 
untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, 
termasuk analisin mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pasca 
tambang.
60
 
d. konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan 
pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian 
dampak lingkungan.
61
 
e. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk 
memproduksi mineral dan/atau batubara da mineral ikutannya.
62
 
f. Pengolahan dan pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk 
meningkatkan mutu mineraldan/atau batubara serta untuk memanfaatkan 
dan memperoleh mineral ikutannya.
63
 Sedangkan menurut H. Salim HS 
usaha pengolaha dan pemurnian adalah pengerjaan untuk mempertinngi 
mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-
unsur yang terdapat pada galian itu. 
                                                           
59 Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, pasal 1 angka 15 
60 Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, pasal 1 angka 16 
61 Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, pasal 1 angka 18 
62 Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, pasal 1 angka 19 
63 Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, pasal 1 angka 20 
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g. Pengankutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan 
mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat 
pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
64
 Menurut H.Salim 
HS pengankutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil 
pengolahan dan pemurnian bahan galian dari daerah eksplorasi atau tempat 
pengolahan/ pemurnian. 
h. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil 
pertambangan mineral atau batu bara.
65
 
i. Kegiatan pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis dan berlanjut 
setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usha pertambangan untuk 
memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi 
lokal di seluruh wilayah pertambangan.
66
 
F. Izin Usaha Pertambangan 
1. Pengertian Izin Usaha Pertambangan. 
Menurut Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 
pertambangan mineral dan batubara Izin usaha pertambangan (IUP) adalah izin 
untuk melaksanakan usaha pertambangan.  
2. Jenis izin usaha pertambangan 
Jenis izin usaha pertambangan menurut UU No. 4 Tahun 2009 Tentang 
Pertambangan Mineral dan Batubara, lebih sederhana daripada jenis izin menurut 
UU No. 11 Tahun 1967, yaitu hanya terdiri dari tiga macam izin  yaitu sebagai 
berikut: 
                                                           
64 Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, pasal 1 angka 21 
65 Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, pasal 1 angka 22 
66 Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, pasal 1 angka 23 
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a. Izin Usaha Pertambangan 
Izin usaha pertambangan (IUP) adalah legalitas pengelolaan dan 
pengusahaan bahan galian yang diperuntukkan bagi badan usaha baik swasta 
nasional, maupun badan usaha asing, koperasi dan perseorangan.
67
 
Pada Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 
pertambangan mineral dan batubara Membagi IUP menjadi 2 tahap yaitu: 
a. IUP eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, 
dan studi kelyakan; 
b. IUP operasi produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, 
pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. 
Adapun yang berwenang dalam penerbitan/pemberian izin usaha 
pertambangan dan ditujukan kepada telah disebutkan dalam Pasal 37 dan 38 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan 
Batubara yang berbunyi: 
IUP diberikan oleh: 
a. Bupati/walikota apabila wilayah IUP berada dalam satu wilayah 
kabupaten/kota; 
b. Gubernur apabila wialayah IUP berada pada lintas wilayah 
kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan 
rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; dan 
                                                           
67 Nandang sudrajat, 2010, Teori Dan Praktik Pertambangan di Indonesia menurut hukum, pustaka yudistia, 
Yogyakarta. 
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c. Menteri apabila wilayah IUP berada pada lintas wilayah provinsi 
setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan 
bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
IUP diberikan kepada: 
a. Badan usaha; 
b. Koperasi;dan 
c. Perseorangan 
b. Izin Usaha Pertambangan Rakyat. 
Izin usaha pertambangan rakyat adalah izin  untuk melaksanakan usaha 
pertambngan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan 
investasi terbatas.
68
 
Adapun yang berwenang memberikan izin pertambangan rakyat dan 
ditujukan kepada telah disebutkan dalam Pasal 67 ayat (1) dan (2) Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang 
berbunyi: 
(1) Bupati/walikota memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, 
baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/ atau koperasi. 
(2) Bupati/walikota dapat melimpahkan kewenagan pelaksanaan pemberian 
IPR yang di maksud pada ayat (1) kepada camat sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
                                                           
68 http://www.fh.unsri.ac.id/userfiles/7_%20Izin%20Pertambangan%20Rakyat.pdf, minggu 15/01/17 pukul 
11.45 wita 
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c. Izin Usaha Pertambangan Khusus 
Izin  untuk melaksanakan usaha pertambngan dalam wilayah 
pertambangan khusus.
69
 
Adapun yang berwenang memberikan izin pertambangan khusus dan 
ditujukan kepada telah disebutkan dalam Pasal 74 ayat (1) dan (2) Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang 
berbunyi: 
(1) IUPK diberikan oleh menteri dengan memperhatikan kepetingan daerah. 
(2) IUPK sebagaima yang dimaksud pada ayat (1) di berikan untuk 1(satu) 
jenis mineral logam atau batubara dalam 1 (satu) WIUPK. 
G. Konsep Pengelolaan Pertambangan 
1. Latar Belakang dan Landasan Pengelolaan Pertambangan Yang Baik 
dan Benar 
Konsep prinsip-prinsip pengelolaan dan pengusahaan bahan galian atau 
usaha pertambangan yang baik dan benar, bukan hanya dalam rangka menjawab 
tudingan miring selama ini, tetapi mempunyai dimensi yang lebih luas lagi, yaitu 
bahwa prinsip-prinsip pertambangan yang baik dan benar selain memecahkan 
persoalan dibidang pertambangan, juga harus memuat semangat, maksud, dan 
tujuan sebagai berikut: 
1. Mengendalikan distribusi pemanfaatan bahan galian, dengan 
prioritas utama dan pertama dan /atau terlebih dahulu 
diperuntukkan bagi kepentingan bangsa dan negara; 
                                                           
69 http://www.hukumpertambangan.com/izin-usaha-tambang/izin-usaha-pertambangan-khusus-iupk/, minggu 
15/01/17 pukul 13.00 wita. 
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2. Meningkatkan maining ricovery atau perolehan bahan galian 
semaksimal mungkin; 
3. Meningkatkan efisiensi pemakaian bahan galian, sebagai upaya 
penghematan pemakaian bahan dasar industri berdimensi jangka 
panjang, hal ini berkaitan dengan keberadaan bahan galian sebagai 
bahan yang tidak dapat terbarukan”non-reneweble resources”. 
Artinya, penghematan juga berkaitan dengan kepentingan generasi 
yang akan datang; 
4. Meningkatkan perolehan devisa negara dari sektor pertambangan, 
karna dengan adanya mining ricovery, berarti pula meningkatkan 
jumblah perolehan bahan galian dan memperpanjang umur 
tambang.
70
 
Penerapan prinsip-prinsip pertambangan yang baik dan benar, bukan 
hanya merupakan konsep teknis dan ekonomis semata, tetapi sesuatu hal yang 
harus dilaksanakan, karena telah mempunyai landasan yuridis, sebagaimana diatur 
dalam ketentuan pasal 30 ayat(2) huruf(u) dan pasal 79(u), yang menegaskan 
bahwa IUP/IUPK Operasi Produksi wajib memuat tentang”penerapan kaidah ke 
ekonomian dan ke teknikkan pertamngan yang baik”. Selanjutnya pasal 95 
huruf(a), menegaskan bahwa pemegang IUP dan IUPK wajib “menerapkan kaidah 
teknis pertambangan yang baik”.71 
Masuknya ketentuan kaidah teknik pertambangan yang baik, merupakan 
kemajuan yang signifikan danmerupakan landasan hukum yang kuat bagi 
                                                           
70 Nandang Sudrajat, 2010, Teoiy dan Praktik Pertambangan di Indonesia Menurut Hukum, Puataka Yustia, 
Yogyakarta,  hlm. 141 
71 Ibid. hlm 142 
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pemerintah untuk melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha 
pertambangan yang ada di wilayah hukum indonesia. Agar ketentuan itu berjalan 
efektif maka dalam tataran inplementasinya, harus dilakukan seecara terintegrasi 
dalam sebuah konsep dan program yang aplikatif, tidak lain karena industri 
pertambangan adalah industri yang banyak terkait dengan aspek-aspek lainnya, 
sperti aspek lingkungan, aspek ketenagakerjaan, aspek kesehatan dan 
keselamatan, serta aspek kepentingan negara.
72
 
Menyadari bahwa industri pertambangan adalah industri  yang akan tetap 
terus berlangsung sejalan dengan meningkatnya peradaban manusia, maka yang 
harus menjadi perhatian semua pihak adalah bagaimana mendorong industri 
pertambangan sebagai industri yang dapat mengahasilkan dampak positif 
semaksimal mungkin dan menekan dampak negatif seminimal mungkin.
73
 
2. Pemberdayaan Masyarakat 
Dalam kaitan konsep pemberdayaan wilayah dan masyarakat oleh pelaku 
kegiatan usaha pertambangan, merupakan upaya dan prosesdalam rangka 
mendorong terjadinya keseimbangan sosial, kesejahteraan rakyat, dan 
kemandirian masyarakat, sehingga mendekati cita-cita atau ide keadilan sosial-
ekonomi. Dalam kasus ini, masyarakata didorong untuk mengerti dan memahami, 
sehingga secara sadar akan ikut terlibat dalam aktivitas pertambangan. Aktivitas 
dimaksud, bukan berarti masyarakat ikut melakukan kegiatan eksploitasi bahan 
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galian, tetapi menjaga keberlangsungan kegiatan penambangan yang ada di 
lingkungannya.
74
 
Selanjutnya, pemberdayaan wilayah dan/atau masyarakat, dan daerah 
sekitar kegiatan usaha penambangan khususnya, dan negara pada umumnya, 
merupakan bagian proses dari penataan sistem pengelolaan pertambangan yang 
baik dan benar, yang diharapkan bermuara pada tercapainya optimalisasi 
pemanfaatan bahan galian. Artinya, penataan ini (yang secara yuridis formal 
diatur dalam UU) merupakan langakh awal keberpihakan negara pada rakyat, agar 
hasil dari bahan galian yang ada dalam wilayah hukum Indonesia, benar-benar 
dinikmati secara nyata.
75
 
Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat harus berdimensi ke depan, 
dalam kerangka mempersiapan wilayah dan masyarakat sekitar pertambangan 
menjadi masyarakat mandiri yang dapat mengembangkan wilayahnya ke arah 
kemandirian. Bentuk-bentuk program yang dimaksud, misalnya meliputi: 
1. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia; 
2. Pengembangan sistem pelayanan kesehatan; 
3. Pembinaan dan pengembangan kegiatan dan pertumbuhan ekonomi; 
4. Pengembangan wilayah berdimensi jangka panjang, berkeseniambunga, 
dan berkelajutan; 
5. Melakukan pola-pola kemitraan.76 
Program-program tersebut, harus berkaitan dan berisinergi satu sama lain. 
Terlebih untuk wilayah-wilayah yang sebelumnya terisolir sebelumnya, sehingga 
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kehadiran perusahaan harus mampu membuka akses keluar, agar pasca penutupan 
tambang, wilayah itu diharapkan tetap bisa berkembang melalui pengembangan 
potensi yang lainnya.
77
 
3. Penutupan Pasca-Tambang 
a. Latar Belakang Program Penutupan Pascatambang 
Rancangan atau konsep pemberdayaan wilayah dan masyarakat, idealnya 
merupakan bagian integral dari rancangan pentupan pascatambang. Tujuannya, 
tidak lain agar masyarakat paham bahwa setelah bahan galian habis dieksploitasi 
perusahaan, maka kegiatan usaha pertambangan akan selesai. Artinya, perusahaan 
akan meninggalkan lokasi itu, yang tertinggal adalah hanya tonggak-tonggak fisik 
fasilitas bangunan bekas sarana dan prasarana pascatambang, lahan tambang yang 
telah berubah menjadi rona lingkungan baru, dan catatan peristiwa-peristiwa 
selama proses kegiatan usaha tambang itu berjalan.
78
 
Melalui sebuah rancangan program penutupan pascatambang, diharapkan 
kekhawatiran akan terjadinya persoalan baru dan stagnasi kegiatan ekonomi 
masyarakat sekitar area bekas tambang dapat dihindari, karena masyarakat sekitar 
tambang telah dipersiapkan secara mental dan skill untuk dapat mengoptimalkan 
sarana dan prasarana bekas kegiatan pertambangan, sebagai modal dasar bagi 
kegiatan ekonomi selajutnya.
79
  
b. Model dan Lingkup Penutupan Pasca-Tambang 
Pemerintah selain melaksanakan fungsi pengawasan juga mempunyai daya 
kendali atas proses kegiatan usaha pertambangan. Konsep dan proses penutupan 
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tambang merupakan subsistem dari pengelolaan pertamabangan yang baik dan 
benar. Selain itu, di dalamnya terdapat subprogram pengembangan pengembangan 
wilayah dan masyarakat. Sedangkan, dokumen penutupan tambang  sendiri 
merupakan integral dari dokumen AMDAL.
80
 
Dalam konteks dokumen penutupan pascatambang merupakan bagian 
integral dari AMDAL, Suryatono, dkk. Memberikan cakupan bahwa penutupan 
pasca tambang wajib memenuhi prinsip-prinsip lingkungan hidup yaitu: 
1. Pengendalian kualitas ais permukaan, air bawa tanah, tanah serta udara 
sesuai baku mutu lingkungan; 
2. Stabilitas dan keamanan timbunan tanah penutup, dam tailing, lahan bekas 
tambang, serta struktur batuan (man made structure) lainnya; 
3. Perlindungan keanekaragaman hayati; 
4. Pemanfaatan lahan bekas tambang sesuai dengan peruntukannya.81 
Berkaitan dengan penutupan pascatambang yang harus memenuhi prinsip-
prinsip lingkungan hidup, maka muncul konsekuensi bahwa harus ada report 
konservasi bahan galian secara detail, lengkap, dan benar yang harus memuat 
secara detail hal-hal berikut: 
1. Jumlah dan kadar bahan galian yang tidak dieksploitasi dan diolah; 
2. Letak atau koordinat dan posisi bahan galian yang tidak dieksploitasi dan 
tidak diolah harus jelas lokasi, posisi dan kedudukannya 
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3. Sisa pengolahan bahan galian harus ditempatkan pada posisi sedekat 
mungkin dengan posisi bahan galian yang tidak dieksploitasi dan/atau 
diolah; 
4. Dengan demikian, lahan yang terdapat atau menjadi tempat bahan galian 
yang tidak dieksploitasi dan tidak diolah serta bahan galian sisa 
pengolahan, seyogianya, tidak termasuk dalam peruntukan lahan tertentu, 
tetapi merupakan blok lahan atau kawasan yang harus dipelihara dan 
dijaga. Aritnya, lahan yang didalamnya terdapat bahan galian yang tidak 
dieksploitasi, tidak diolah, dan bahan galian sisa pengolahan, sebaiknya 
terus berada dalam pengawasan pemerintah.
82
 
Karena penutupan pascatambang dapat dilakukan secara paralel sejak 
tambang itu masih berjalan, meskipun secara proporsi, kegiatan penutupan pasca 
tambang kebanyakan akan dilakukan setelah kegiatan usaha pertambangan selesai, 
maka diperlukan kejelasan cara pengadaan sumber pembiayaan program 
pascatambang. Apakah dimasukkan dalam paket rretribusi dengan alokasi khusus 
untuk pembiayaan program pascatambang, atau dilakukan melalui jaminan yang 
harus dikeluarkan di muka.
83
 
Kegiatan penutupan pascatambang dapat berupa: 
1. Restorasi  
Restorasi biasanya terdiri dari kegiatan reklamasi (melibatkan kegiatan 
civil engineering, berhubungan dengan pemulihan kondisi tanah) dan revegetasi 
(mengembalikan pohon, shrub, dll). Restorasi didefinisikan sebagai upaya 
                                                           
82 Ibid. hlm 159 
83 Ibid. hlm 160 
 42 
 
memperbaiki atau memulihkan kondisi lahan yang rusak dengan membentuk 
struktur dan fungsinya sesuai (mendekati) dengan kondisi awal. 
2. Revitalisasi 
Merupakan rangkaian upaya menghidupkan kembali kawasan yang 
cenderung mati, meningkatkan nilai-nilai vitalitas yang strategis dan siginifikan 
dari kawasan yang masih mempunyai potensi serta pengendalian lingkungan 
kawasan. Dilakukan melalui pengembangan kawasan tertentu yang layak untuk 
direvitalisasi baik dari segi setting (bangunan dan ruang kawasan), kualitas 
lingkungan, sarana, prasarana dan utilitas kawasan, sosio-kultural, sosio-ekonomi 
dan sosio-politik. 
3. Revegetasi 
 Revegetasi adalah Pemanfaatan lahan terganggu akibat usaha kegiatan 
yang dilakukan secara koseptual, teknikal dan terpadu baik menggunakan 
teknologi atau tidak yang menyebabkan kerusakaan lahan dari vegetasi hidup 
yang dahulunya bervegetasi menjadi tidak bervegetasi. 
H. Hak dan Kewajiban Pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) 
1. Pengertian Hak dan Kewajiban  
Dalam hukum seseorang yang mempunyai hak milik atas sesuatu 
 benda kepadanya di izinkan untuk menikmat hasil dari benda miliknya itu. 
Van Apeldoorn mengatakan bahwa hak ialah hukum yang di hubungkan 
dengan seorang manusia atau subjek hukum tertentu dan demikian menjelma 
menjadi suatu kekuasaan. Suatu hak timbul apabila hukum mulain bergerak.
84
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Hak adalah kekuasaan atau kewenangan yang diberikan kepada subjek 
hukum; Tuntuan  syah agar orang lain bersikap dengan cara tertentu; kebebasan 
untuk melakukan sesuatu menurut hukum.
85
 Sedangkan Kewajiban adalah segala 
bentuk beban yang diberikan oleh hukum kepada orang atau badan hukum.
86
 
Dalam konteks kata hak dan kewajiban adalah mengandung 2 kata yaitu 
hak dan kewajiban. Dari masing-masing kata tersebut tentunya mempunyai arti 
tersendiri. Menurut Prof. Dr. Notonegoro Hak adalah kuasa untuk menerima atau 
melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak 
tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang pada 
prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Menurut pengertian tersebut 
individu maupun kelompok ataupun elemen lainnya jika menerima hak hendaknya 
dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak dapat diwakilkan kepada 
orang lain jadi harus pihak yang menerimannya lah yang melakukan itu. 
Kata yang kedua adalah kewajiban , kewajiban berasal dari kata wajib. 
Menurut Notonegoro wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang 
semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh 
pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang 
berkepentingan. Kewajiban pada intinya adalah sesuatu yang harus dilakukan. 
Disini kewajiban berarti suatu keharusan maka apapun itu jika merupakan 
kewajiban kita harus melaksaakannya tanpa ada alasan apapun itu. Dari 
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pengertian yang lain kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan 
penuh rasa tanggung jawab.
87
 
2. Hak Pemilik Izin Usaha Pertambangan 
Adapun hak pemeganh izin usaha pertambangan yang sudah di atur 
dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral pada: 
Pasal 90 
Pemegang IUP dan IUPK dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha 
pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi. 
Pasal 91 
Pemegang IUP dan IUPK dapat memanfaatkan sarana umum untuk keperluan 
pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Pasal 92 
Pemegang IUP dan IUPK berhak memiliki mineral, termasuk mineral ikutannya, 
atau batu bara yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau 
iuran produksi kecuali mineral ikutan radioaktif. 
Pasal 93 
(1) Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK-nya 
kepada pihak lain. 
(2) Untuk pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham indonesia 
hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan 
tertentu. 
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(3) Pengalihan kepemilikan dan/atau saham sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) hanya dapat dilakukan dengan syarat: 
a. Harus memberitahu kepada menteri, gubernur, atau bupati/walikota 
sesuai dengan kewenangannya; dan 
b. Sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
Pasal 94 
Pemegang IUP dan IUPK dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangannya. 
3. Kewajiban Pemilik Izin Usaha Pertambangan 
Adapun kewajiban  pemegang izin usaha pertambangan yang sudah di 
atur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral 
dan Batubara pada : 
Pasal 95 
Pemegang IUP dan IUPK, wajib: 
a. Menetapkan kaidah teknik pertambangan yang baik; 
b. Mengelola keuangan sesuaian dengan sistem akuntansi indonesia; 
c. Meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara 
d. Melaksanakan pengembangan dan pemeberdayaan masyarakat 
setempat; dan 
e. Mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan. 
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Pasal 96 
Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP dan 
IUPK wajib melaksanakan: 
a. Ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan; 
b. Keselamatan operasi pertambangan; 
c. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk 
kegiatan reklamasi dan pasca tambang; 
d. Upaya konsevasi sumber saya mineral dan batubara; 
e. Pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam 
bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu 
lingkungan sebelum dilepas kemedia lingkungan. 
Pasal 97 
Pemegang IUP dan IUPK wajib menjamin penerapan standar dan baku mutu 
lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah. 
Pasal 98 
Pemegang IUP dan IUPK wajib menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung 
sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
Pasal 99 
(1) Setiap IUP dan IUPK wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana 
pasca tambang pada saat mengajukan permohonan IUP operasi produksi 
atau IUP operasi produksi. 
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(2) Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pasca tambang dilakukan sesuai 
dengan peruntukan lahan pascatambang. 
(3) Peruntukan lahan pasca tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP 
dan IUPK dan pemegang hak atas tanah. 
Pasal 100 
(1) pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan 
dana jaminan pasca tambang. 
(2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya 
dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan 
pascatambang dengan dana jaminan sebagaimana yang dimaksud pada 
ayat (1). 
(3) Ketentuan sebagimana yang dimaksud pada ayat (2) diberlakukan apabila 
pemegang IUP dan IUPK tidak melaksanakan reklamasi dan pasca 
tambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui 
Pasal 101 
Ketentuan lebih lanjut mengenai reklamasi dan pasca tambang sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 99 serta dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pasca 
tambang sebagaimana dimaksud pada pasal 100 diatur dengan Peraturan 
Pemerintah 
 
 
 
 48 
 
Pasal 102 
Pemegang IUP dan IUPK wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral 
dan/atau batubara dalam pelaksanaan pertambangan, pengelolaan dan pemurnian, 
serta pemanfaatan mineral dan batubara. 
Pasal 103 
(1) Pemegang IUP dan IUPK operasi produksi wajib melakukan pengolahan 
dan pemurnian hasil penambangan dalam negeri. 
(2) Pemegang IUP dan IUPK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat 
mengolah dan memurnikan hasil penambangan  dari pemegang IUP dan 
IUPK lainya.Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan nilai tambah 
sebagaiman yang dimaksud dalam pasal 102 serta pengolahan dan 
pemurnian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diatur dengan 
peraturan pemerintah. 
Pasal 104 
(1) Untuk pengolahan dan pemurnian, pemegang IUP dan IUPK operasi 
produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 dapat melakukan kerja 
sama dengan badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah 
mendapakan izin usaha pertambangan atau izin usaha pertambangan 
khusus. 
(2) IUP didapat badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah IUP 
operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian yang 
dikeluarkan oleh menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan 
kewenangannya. 
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(3) Pemegang IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang 
melakukan pengolahan dan pemurnian  dari hasil penambangan yang tidak 
memiliki izin usaha pertambangan, izin pertambangan rakyat, atau izin 
usaha pertambangan khusus. 
Pasal 105 
(1) Badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang 
bermaksud menjual mineral dan/atau batubara yang tergali wajib terlebih 
dahulu memiliki izin usaha pertambangan operasi produksi penjualan. 
(2) IUP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan 
untuk 1 (satu) kali penjualan oleh menteri, gubernur, bupati/walikota 
sesuai dengan kewenangannya. 
(3) Mineral atau batubara yang tergali dan akan dijual sebagaimana yang 
dimaksud pada ayat (1) dikenai iuran produksi. 
(4) Badan usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib 
menyampaikan laporan hasil penjualan mineral dan/atau batubara yang 
tergali kepada menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan 
kewenangannya. 
Pasal 106 
Pemegang IUP dan IUPK mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, 
barang, dan jasa dlam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
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Pasal 107 
Dalam melakukan kegiatan operasi produksi badan usaha pemegang IUP dan 
IUPK wajib mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada didaerah tersebut sesuain 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Pasal 108 
(1) Pemegang izin usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan khusus 
wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. 
(2) Penyusunan program dan rencana sebagaimana yang dimaksud pada ayat 
(3) Dikonsultasikan kepada pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. 
Pasal 109 
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaa pengembangan dan pemberdayaan 
masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada pasal 108 diatur dengan peraturan 
pemerintah. 
Pasal 110 
Pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari 
hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada menteri, gubernur, atau 
bupati/walikota sesuai kewenangannya. 
Pasal 111 
(1) Pemegang IUP dan IUPK wajib memberikan laporan tertulis secara 
berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan dan kegiatan usaha 
pertambangan mineral dan batubara kepada menteri, gubernur, atau 
bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. 
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(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis, waktu, dan tata cara 
penyampaian laporan sebagai yang dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 
peraturan pemerintah. 
Pasal 112 
(1) Setelah 5 (lima) tahun berproduksi badan usaha pemegang IUP dan IUPK 
yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham pada 
pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha 
milik daerah, atau badan usaha milik swasta nasional. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai divestasi saham sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Tipe Penelitian 
Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 
sosiologis (sosiology legal approach)  mengingat yang diteliti adalah pelaksanaan 
hak dan kewajiban pemilik izin usaha pertambangan. Yuridis artinya dalam 
penelitian ini menekankan pada peraturan-peraturan atau ketentuan-katentuan 
yang digunakan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan hak dan kewajiban 
pemilik izin usaha pertambangan, sedangkan sosiologis disini berarti dalam 
peneletian ini menekankan pada gejala-gejala hukum yang terjadi di masyarakat 
berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban pemilik izin usaha 
pertambangan.
88
 
B. Lokasi Penelitian 
Penelitian dilakukan di Dinas Pertambangan Provinsi, yang merupakan 
lembaga pemerintahan yang bergerak di bidang pertambangan. 
Adapun alasan penulis memilih lokasi ini karena penulis menemukan 
permasalahan yaitu banyaknya perusahaan pertambangan yang membiarkan 
limbahnya dilokasi bekas tambang tanpa melakukan kegiatan pasca tambang 
seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang 
Pertambangan Mineral dan Batubara 
C. Jenis dan Sumber Data 
         Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Dara primer, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber, data yang 
diperoleh langsung dari penelitian, termasuk apa yang di dengar dan 
disaksikan sendiri oleh penulis; 
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber lain, hasil kajian 
buku-buku karya Ilmiah serta peraturan perundang-undangan yang erat 
kaitannya dengan proposal ini. 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam teknik pengumpulan data penulis menggunakan dua metode yakni: 
1. Wawancara : Dalam teknik wawancara penulis melakukan tanya jawab 
langsung kepada pihak responden. 
2.  Penelitian Pustaka: Dalam melakukan teknik penelitian kepustakaan 
penulis melakukan dengan cara membaca buku-buku literatur sebagai 
sumber teori serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan skripsi ini. 
E. Populasi dan Sampel 
1. Populasi 
Populasi dalam penelitian ini adalah jajaran pemerintah dalam Dinas 
Energi dan Sumber Daya Mineral selaku organisasi pemerintah yang bergerak di 
bidang pertambangan, dan masyarakat di sekitar  wilayah pertambangan. 
2. Sampel  
a. Kepala seksi Pengendalian dan Evaluasi 
b. Ketua BPD Desa Mangilu 
c. Ketua Forum Pemuda Desa Mangilu 
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F. Analisis Data 
Data dari primer maupun data sekunder yang diperoleh dalam penelitian 
ini maka penulis menggunakan metode deskritif  kualitatif kemudian 
mendeskripsikannya kedalam sebuah simpulan umum yang akan penulis 
rampungkan kemudian dalam bentuk laporan hasil penelitian (skripsi). 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber 
Daya Mineral  Provinsi Sulawesi Selatan 
Untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 
93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta 
Tata Kerja Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan, 
sehingga dapat dikemukakan bahwa Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas 
Energi Sumber Daya Mineral, sebagai berikut: 
a. Kepala Dinas 
Kepala dinas mempunyai tugas membantu gubernur menyelenggarakan 
Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral yang menjadi 
kewenagan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskankepada pemerintah 
Daerah. 
Fungsi Kepala Dinas 
1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber 
Daya Mineral; 
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber 
Daya Mineral; 
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3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan Bidang Energi 
Dan Sumber Daya Mineral; 
4. Pelaksanaan administrasi dinas; 
5. Pelaksanaan lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan 
fungsinya. 
Uraian Tugas: 
1. Menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan 
tugas; 
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
3. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 
lingkungan Dinas Untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; 
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani 
naskah dinas; 
5. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
6. Merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang mineral dan 
batubara, geologi dan air tanah, energi baru terbarukandan ketenaga 
listrikan, serta pengendalian dan evaluasi; 
7. Mengordinasikan dan menyelenggarakan kebijakan teknis di bidang 
mineral dan batubara, geologi dan air tanah, energi baru terbarukandan 
ketenaga listrikan, serta pengendalian dan evaluasi;; 
8. Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum di bidang mineral 
dan batubara, geologi dan air tanah, energi baru terbarukandan ketenaga 
listrikan, serta pengendalian dan evaluasi; 
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9. Menyenlenggarakan dan memberikan dukungan fasilitas pelayanan 
perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan dengan 
izin bidang energi dan sumber daya mineral berdasarkan kewenangan 
pemerintah daerah provinsi; 
10. Menyelenggarakan pemantauan pelaksanaan izin bidang energi dan 
sumber daya mineral berdasarkan kewenangan pemerintah daerah; 
11. Menyelenggarakan perencanaan kebijakan program, kegiatan keuangan, 
umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan dinas; 
12. Mengendalikan pelaksanaan program Dinas agar hasil pelaksanaan 
programnya sesuai dengan kebijakan oprasional yang telah ditetapkan; 
13. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi, dan pengawasan 
penyelenggaraan kebijakan teknis bidang mineral dan batubara, geologi 
dan air tanah, energi baru terbarukandan ketenaga listrikan, serta 
pengendalian dan evaluasi; 
14. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah 
atau nonpemerintah dalam rangka penyelenggaraan urusan energi dan 
sumber daya mineral; 
15. Menilai hasil kerja pegawai Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan 
Dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
16. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan 
saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; 
dan 
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17. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai 
dengan bidang tugasnya. 
b. Seketaris  
Sekretariat dipimpin oleh Sekertaris yang mempunyai tugas membantu 
Kepala Dinas dalam mengordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan 
administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegaiwaian, keuangan, 
hukum, serta peyusuna program dalam ligkungan dinas; 
Fungsi Sekertaris 
1. Pengordinasian pelasanaan tugas dalam lingkungan Dinas; 
2. Pengodinasian penyusunan program dan pelaporan; 
3. Pengordinasian urusan umum, kepegawaian dan hukum; 
4. Pengordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan 
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidanga tugasnya. 
Uraian Tugas: 
1. Menyusun rencana kegiatan sekretariat sebagai pedoman dalam 
pelaksanaan tugas; 
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
3. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 
lingkungan sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 
tugas; 
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani 
naskah dinas; 
5. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
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6. Mengordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan dinas sehingga 
terwujud koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kegiatan; 
7. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan 
pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan 
keuangan dinas; 
8. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan neraca energi, air tanah 
dan sumber daya mineral; 
9. Mengoordinasikan dan melaksanaakan pelayanan administrasi umum dan 
kepegawaian; 
10. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi penkajian 
dan penyusunan produk hukum yang dilaksanakan oleh masing-masing 
bidang atau yang dilaksanakan dalam lingkup dinas sesuai dengan 
kebutuhan pelaksanaan tugas; 
11. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan; 
12. Mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga dinas; 
13. Mngoordinasikan dan melaksanakan pelayanan adminstrasi keuangan; 
14. Mengoordinasikan dan menfasilitasi kegiatan organisasi tatalaksana; 
15. Mengooardinasikan dan melaksanakan pengeloaan kearsipan; 
16. Mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan 
keprotokolan; 
17. Melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan, 
pemeliharaan dan penghapusan barang; 
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18. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolah, penyajian 
data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi; 
19. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintaha 
atau nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan 
fungsi dinas; 
20. Menilai hasil kinerja pegawai Aparatu Sipil Negara sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan 
21. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sekretariat dan memberi saran 
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan 
22. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai 
dengan bidang tugasnya. 
Sekertaris membawahi 3 Subbagian yaitu: 
1. Subbagian Program 
Subbagian program dipimpin oleh kepala subbagian yang mempunyai 
tugas membantu sekertaris dalam mengumpulkan dan melakukan penyusunan 
program, penyajian data dan informasi, serta penyusunan laporan. 
2. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum 
Subbagian umum, kepegawaian dan hukum dipimpin oleh kepala 
subbagian yang mempunyai tugas membantu sekertaris dalam mengumpulkan 
bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, 
pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola 
administrasi kepegawaian dan hukum. 
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3. Subbagian Keuangan 
Subbagian keuangan dipimpin oleh kepala subbagian yang menpunyai 
tugas membantu sekertaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan 
pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan. 
c. Bidang Mineral Dan Batubara 
Bidang Mineral Dan Batubara dipempin oleh kepala bidang yang 
mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan, 
dan melaksanakan kebijakan teknis mineral dan batubara. 
Fungsi : 
1. Perumusan kebijakan teknis Bidang Mineral Dan Batubara; 
2. Pelaksanaan kebijan teknis Bidang Mineral Dan Batubara; 
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknis Bidang Mineral Dan Batubara; 
4. Pelaksanaan adminstrasi teknis Bidang Mineral Dan Batubara; 
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugasnya. 
Uraian Tugas: 
1. Menyusun rencana kegiatan teknis Bidang Mineral Dan Batubara sebagai 
pedoman dalam pelaksanaan tugas; 
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 
lingkungan Bidang Mineral Dan Batubara untuk mengetahui 
perkembangan pelaksanaan tugas; 
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani 
naskah dinas; 
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5. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
6. Menyiapkan bahan dan merencanakan kebijakan teknis bidang pemetaan 
wilayah izin mineral dan batubara, pengusahaan mineral dan batubara, 
produksi dan pejualan mineral dan batubara; 
7. Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pemetaan 
wilayah izin mineral dan batubara, pengusahaan mineral dan batubara, 
produksi dan penjualan mineral dan batu bara; 
8. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis pemetaan wilayah 
izin mineral dan batubara, pengusahaan mineral dan batubara, produksi 
dan penjualan mineral dan batu bara; 
9. Mengoorddinasikan dan melaksanakan fasilitasi pelayanan perizinan 
dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan izin Bidang 
Mineral Dan Batubara berdasarkan kewenangan pemerintah daerah; 
10. Mengoordinasikan dan melaksankan pemantauan pelaksanaan izin bidang 
mineral dan batubara meliputi pengusahaan mineral dan batubara, 
produksi, dan pejualan mineral dan batubara, berdasarkan kewenangan 
pemerintah daerah; 
11. Mengoordinasikan dan melakukan penetapan kuota, produksi, dan 
penjualan mineral dan batu bara; 
12. Mengoordinasikan dan melaksankan pengumpulan dan pengolahan data 
bidang mineral dan batubara; 
13. Mengoordinasikan dan melakukan bimbingan teknis peningkatan nilai 
tambah dan pengusahaan mineral dan batubara; 
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14. Mengoordinasikan dan melaksanakan teknis pemanfaatan mineral dan 
batubara kualitas tertentu, konservasi dan lingkungan; 
15. Melaksanakan pembinaan teknis eksplorasi tata cara penambangan dan 
pengembangan proses pengolahan mineral dan batubara untuk peningkatan 
recovery hasil tambang; 
16. Melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis 
bidang pemetaan wilayah izin mineral dan batubara, pengusahaan mineral 
dan batubara, produksi dan penjualan mineral dan batubara; 
17. Melakasanan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah atau 
nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi; 
18. Menilai hasil kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesua ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 
19. Menyusun laporan tahunan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang 
Mineral Dan Batubara dan memberikan saran pertimbangan kepada 
atasan; dan 
20. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai 
dengan bidang tugasnya. 
Bidang Mineral Dan Batubara membawahi 3 seksi yaitu: 
1. Seksi Pemetaan Wilayah Izin Mineral Dan Batubara 
Seksi Pemetaan Wilayah Izin Mineral Dan Batubara dipimpin oleh kepala 
seksi Pemetaan yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Mineral Dan 
Batubara dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan 
kebijakan teknis mengenai Pemetaan Wilayah Izin Mineral Dan Batubara. 
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2. Seksi Pengusahaan Mineral Dan Batubara 
Seksi Pengusahaan Mineral Dan Batubara dipmpin oleh kepala seksi yang 
mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Mineral Dan Batubara dalam 
melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis mengenai 
Pengusahaan Mineral Dan Batubara. 
3. Seksi Produksi Dan Pejualan Mineral Dan Batubara 
Seksi Produksi Dan Pejualan Mineral Dan Batubara dipimpin oleh kepala 
seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Mineral Dan Batubara 
dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis 
Produksi Dan Pejualan Mineral Dan Batubara. 
d. Bidang Geologi Dan Air Tanah 
Bidang Geologi Dan Air Tanah dipimpin oleh Kepala Bidang yang 
mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan, 
dan melaksanakan kebijakan teknis Geologi Dan Air Tanah 
Fungsi Bidang Geologi Dan Air Tanah: 
1. Penyiapan perumusan kebijakan teknis Bidang Geologi Dan Air Tanah; 
2. Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Geologi Dan Air Tanah; 
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Geologi Dan Air Tanah; 
4. Pelaksanaan administrasi Bidang Geologi Dan Air Tanah; 
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugasnya; 
Uraian Tugas: 
1. Menyusun rencana kegiatan Bidang V sebagai pedoman dalam 
pelaksanaan tugas; 
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2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk dalam pelaksanaan tugas; 
3. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 
lingkungan Bidang Geologi Dan Air Tanah untuk mengetahui 
perkembangan pelaksanaan tugas; 
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani 
naskah dinas; 
5. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
6. Menyiapkan dan merencanakan kebijakan teknis Bidang Geologi dan Air 
Tanah yang meliputi pemetaan geologi dan air tanah, konservasi air tanah, 
dan pengusahaan air tanah; 
7. Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis Bidang Geologi 
dan Air Tanah yang meliputi pemetaan geologi dan air tanah, konservasi 
air tanah, dan pengusahaan air tanah; 
8. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan kebijakan teknis Bidang 
Geologi dan Air Tanah yang meliputi pemetaan geologi dan air tanah, 
konservasi air tanah, dan pengusahaan air tanah; 
9. Mengoordinasikan dan melakukan fasilitasi pelayan perizinan dalam 
bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan izin Bidang Mineral dan 
Batubara berdasrkan kewenangan pemerintah daerah; 
10. Mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan pelaksanaan izin di 
bidang mineral dan batubara meliputi pengushaan mineral dan batubara, 
produksi, dan penjualan mineral dan batubara berdasarkan kewenangan 
pemerintah daerah; 
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11. Mengoordinasikan, menfasilitasi, dan melaksanakan penyelidikan, 
pemetaan, eksplorasi, eksploitasi, pengembangan, pengelolaan geologi dan 
air tanah; 
12. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyelidikan dan pemetaan, sumber 
daya mineral, tata lingkungan geologi, geologi teknik, bencana alam 
geologi, geologi kawasan karat, geologi pantai dan geologi kelautan, 
kawasan lindung geologi serta pengkajian dan pengembangan sumber 
daya mineral, batubara, indikasi minyak dan gas bumi 
13. Mengoordinasikan dan melakukan penatausahaan, pembinaan, 
pengelolaan terhadap pemanfaatan air tanah; 
14. Mengoordinasikan dan melaksanakan pemutakhiran data geologi dan 
sumber daya mineral, air tanah, bebasis sitem informasi geografis; 
15. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data 
bidang geologi dan air tanah; 
16. Mengoordinasikan dan melaksanakan perencanaan dan pengelolaan 
konservasi lingkungan dan air tanah; 
17. Melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis 
kebijakan teknis di Bidang Geologi dan Air Tanah yang meliputi pemetaan 
geologi dan air tanah, konservasi air tanah, dan pengusahaan air tanah; 
18. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau 
nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi; 
19. Menilai hasil kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan 
perturan perundang-undangan; 
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20. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Geologi Dan 
Air Tanah serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai 
bahan perumusan kebijakan; dan 
21. Melaksanakan tugas kedinasan yang diperintahkan oleh atasan sesuai 
dengan hidang tugasnya. 
Bidang Geologi Dan Air Tanah membawahi 3 seksi yaitu: 
1. Seksi Pemetaan Geologi Dan Air Tanah 
Seksi Pemetaan Geologi Dan Air Tanah dipimpin oleh kepala seksi yang 
mempunyai tugas membantu kepala Bidang Geologi Dan Air Tanah dalam 
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan mengenai Pemetaan 
Geologi Dan Air Tanah. 
2. Seksi Konservasi Air Tanah 
Seksi Konservasi Air Tanah dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai 
tugas membantu kepala Bidang Geologi Dan Air Tanah dalam penyiapan bahan 
perumusan dan pelaksanaan kebijakan mengenai Konservasi Air Tanah. 
3. Seksi Pengusahaan Air Tanah 
Seksi Pengusahaan Air Tanah dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai 
tugas membantu Kepala Bidang Geologi Dan Air Tanah dalam melakukan 
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis mengenai 
pengusahaan air tanah. 
 
e. Bidang Energi Baru Terbarukan Dan Ketenagalistrikan 
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Bidang Energi Baru Terbarukan Dan Ketenagalistrikan di pimpin oleh 
Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam 
mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis Energi Baru 
Terbarukan Dan Ketenaga listrikan. 
Fungsi : 
1. Perumusan kebijakan teknis bidang Energi Baru Terbarukan Dan 
Ketenaga listrikan; 
2. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Energi Baru Terbarukan Dan 
Ketenaga listrikan; 
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Energi Baru Terbarukan Dan 
Ketenaga listrikan; 
4. Pelaksanaan administrasi Bidang Energi Baru Terbarukan Dan Ketenaga 
listrikan; 
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai denga bidang tugasnya. 
Uraian Tugas: 
1. Menyusun rencana kegiatan Bidang Energi Baru Terbarukan Dan 
Ketenaga listrikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 
lingkungan Bidang Energi Baru Terbarukan Dan Ketenaga listrikan untuk 
mengetahui perkembangan pelasanaan tugas; 
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani 
naskah dinas; 
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5. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
6. Menyiapkan bahan dan merencanakan kebijakan teknis Bidang Energi 
Baru Terbarukan Dan Ketenaga listrikan yang meliputi konservasi 
lingkungan enrgi dan ketenagalistrikan, pengembangan energi dan 
ketenagalistrikan, pengusahaan enargi dan ketenaga listrikan; 
7. Mengoodinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis Bidang Energi Baru 
Terbarukan Dan Ketenaga listrikan yang meliputi konservasi lingkungan 
enrgi dan ketenagalistrikan, pengembangan energi dan ketenagalistrikan, 
pengusahaan enargi dan ketenaga listrikan; 
8. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis Bidang Energi 
Baru Terbarukan Dan Ketenaga listrikan yang meliputi konservasi 
lingkungan enrgi dan ketenagalistrikan, pengembangan energi dan 
ketenagalistrikan, pengusahaan enargi dan ketenaga listrikan; 
9. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyuluhan dan sosialisai kepada 
organisasi pemerintah, nonpemerintah, dan masyarakat terkait energi baru 
terbarukan dan ketenagalsitrikan; 
10. Mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi pelayanan perizinan dalam 
bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan izin Bidang Energi Baru 
Terbarukan Dan Ketenagalistrikan; 
11. Mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan pelaksanaan izin 
Bidang Energi Baru Terbarukan Dan Ketenagalistrikan berdasarkan 
kewenangan pemerintah daerah; 
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12. Mengoordinasikan dan melaksanakan penerbitan surat keterangan terdaftar 
usaha jasa penunjang yang usahanya dalam 1 (satu) daerah; 
13. Mengoordinasikan dan melaksanakan menyusun Rencana Umum Energi 
Daerah (RUED) dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD); 
14. Mengoordinasikan dan melaksanakaan penyediaan listrik pedesaan; 
15. Mengoordinasikan dan melaksanakan inventarisasi, konservasi 
lingkungan, dan diversifikasi energi baru terbarukan dan ketenaga 
listrikan; 
16. Mengoordinasikan dan melaksanakan pemebinaan usaha ketengalistrikan 
dan layanan informasi energi baru terbarukan dan ketenagalistrikan; 
17. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data 
Bidang Energi Baru Terbarukan Dan Ketenagalistrikan;  
18. Mengoordinasikan dan melaksanakan kajian dan pengembangan energi; 
19. Mengoordinasikan pelaksanaan penetapan tarif tenaga listrik konsumen; 
20. Mengoordinasikan dan melaksanakan peningkatan kapasitas dan 
kemampuan energi baru terbarukan dan ketenagalistrikan; 
21. Mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi pembangunan instalasi dan 
pembangkit listrik yang bersumber dari energi baru terbarukan dan 
ketenagalistrikan; 
22. Melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis 
Bidang Energi Baru Terbarukan Dan Ketenagalistrikan yang meliputi 
koonservasi lingkungan energi dan ketenagalistrikan, pengembangan 
energi dan ketenagalistrikan, pengusahaan energi dan ketenagalistrikan; 
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23. ;melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah atau 
nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi; 
24. Menilai hasil kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesua Ketentuan 
pereturan perundang-undangan; 
25. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Energi Baru 
Terbarukan Dan Ketenagalistrikan serta memberi saran pertimbangan 
kepada atasan sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan; 
26. Melaksanaka tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai 
bidang tungasnya ; 
Bidang Energi Baru Terbarukan Dan Ketenagalistrikan membawahi 2 
seksi yaitu: 
1. Seksi Konservasi Lingkungan Energi Dan Ketenagalistrikan 
Seksi Konservasi Lingkungan Energi Dan Ketenagalistrikan dipimpin oleh 
Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Energi Baru 
Terbarukan Dan Ketenagalistrikan dalam melakukan penyiapan bahan, 
perumusan, dan pelaksanaan kebijakan mengenai Konservasi Lingkungan Energi 
Dan Ketenagalistrikan. 
2. Seksi Pengusahaan Energi Dan Ketenagalistrikan 
Seksi Pengusahaan Energi Dan Ketenagalistrikan dipimpin oleh Kepala 
Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan 
Dan Ketenagalistrikan dalam melakukan penyiapan bahan, perumusan dan 
pelaksanaan kebijakan teknis mengenai Pengusahaan Energi Dan 
Ketenagalistrikan. 
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f. Bidang Pengendalian Dan Evaluasi 
Bidang Pengendalian Dan Evaluasi dipimpin oleh Kepala Bidang yang 
mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan, 
dan melaksanakan kebijakan teknis Pengendalian Dan Evaluasi energi sumber 
daya mineral serta batubara. 
Fungsi : 
1. Perumusan kebijakan teknis Bidang Pengendalian Dan Evaluasi; 
2. Pelaksanaan kebijakn teknis Bidang Pengendalian Dan Evaluasi 
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Pengendalian Dan Evaluasi; 
4. Pelaksanaan administrasi Bidang Pengendalian Dan Evaluasi; 
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya; 
Uraian Tugas: 
1. Menyusun rencana kegiatan Bidang Pengendalian Dan Evaluasi sebagai 
pedoman dalam pelaksanaan tugas; 
2. Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas; 
3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 
lingkungan Bidang Pengendalian Dan Evaluasi untuk mengetahui 
perkembangan pelaksanaan tugas; 
4. Menysun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani 
naskah dinas; 
5. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
6. Menyiapkan bahan dan merencanakan kebijakan teknis Bidang 
Pengendalian Dan Evaluasi mineral dan batubara, pengendalian dan 
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evaluasi geologi dan air tanah, pengendalian dan evaluasi energi baru 
terbarukan dan ketenagalistrikan; 
7. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis bidang 
Pengendalian Dan Evaluasi mineral dan batubara, pengendalian dan 
evaluasi geologi dan air tanah, pengendalian dan evaluasi energi baru 
terbarukan dan ketenagalistrikan; 
8. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian dan evaluasi kegiatan 
usaha mineral dan batubara; 
9. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian dan evaluasi, 
pengawsan keuangan, pemasaran, pemanfaatan barang, jasa teknologi dan 
rekayasa mineral batubara; 
10. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian dan 
evaluasi,pengawasan pengembangan tenaga kerja, pemberdayaan 
masyarakat, pengelolaan Izin Usaha Pertambangan (IUP)/ Izin Usaha 
Pertambangan Khusus (IUPK) , kualitas dan kuantitas usaha 
pertambangan; 
11. Mengoordinasikan dan melaksanakan evaluasi rencana reklamasii dan 
penutupan tambang; 
12. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian dan evaluasi 
adminsitrasi dan teknik usaha pertambangan air tanah; 
13. Mengoordinasikan dan melaksanakan penertiban kegiatan usaha 
pertambangan tanpa izin; 
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14. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengawasan produksi,  pengolaha 
data produksi, cadangan serta evaluasi peta kemajuan tambang; 
15. Mengoordinasikan dan mengevaluasi analisi mengenai dampak 
lingkungan (Amdal), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), dan Upaya 
Pemantauan Lingkungan (UPL); 
16. Mengoordinasikan dan melaksanakan evaluasi laporan eksplorasi dan studi 
kelayakan dalam rangka peningkatan/ perpanjang Izin Usaha 
Pertambangan; 
17. Menoordinasikan dan melaksanakan pemantauan dan mitigasi bencana 
alam geologi; 
18. Menoordinasikan dan melaksanakan pengendalian dan evaluasi usaha 
energi baru terbarukan dan ketenaga listrikan; 
19. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian dan evaluasi 
penyaluran bahan bakar, penaggulangan pemcemaran lingkungan pada 
usaha migas dan penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET). Lequefied 
Petroleum  gas (LPG); 
20. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan dalam rangka ketahanan 
penyalur bahan bakar minyak dan gas; 
21. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengawasan pemanfaatan langsung 
panas bumi; 
22. Mengoordinasikan dan melkasanakan sertifikasi peralatan tambang, 
peralatan energi baru terbarukan dan ketenagalistrikan, serta peralatan 
pemboran air tanah; 
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23. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data 
bidang pengendalian dan evaluasi; 
24. Mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian dan 
evaluasi kebijakan teknis bidang pengendalian dan evaluasi mineral dan 
batubara, pengendalian dan evaluasi geologi dan air tanah, pengendalian 
dan evaluasi energi baru terarukan dan ketenagalistrikan; 
25. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau 
nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas fungsi; 
26. Menilai hasil kinerka pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai denga 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 
27. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pengendalian 
dan Evaluasi serta memberikan sara pertimbangan kepada atasan sebagai 
bahan perumusan kebijakan; 
28. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai 
bidang tugasnya. 
Bidang Pengendalian Dan Evaluasi membawahi 3 seksi yaitu : 
1. Seksi Pengendalian Dan Evaluasi Mineral Dan Batubara 
Seksi Pengendalian Dan Evaluasi Mineral Dan Batubara dipimpin oleh 
Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengendalian Dan 
Evaluasi dalam melakukan penyiapan bahan, perumusan dan pelaksanaan 
kebijakn teknis mengenai Pengendalian Dan Evaluasi Mineral Dan Batubara. 
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2. Seksi Pengendalian Dan Evaluasi Geologi Dan Air Tanah 
Seksi Pengendalian Dan Evaluasi Geologi Dan Air Tanah dipimpin oleh 
Kepala Seksi yang bertugas membantu Kepala Bidang Pengendalian Dan Evaluasi 
dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan  
teknis mengenai pengendalia dan evaluasi di sektor eologi dan air tanah. 
3. Seksi Pengendalian Dan Evaluasi Energi Baru Terbarukan Dan 
Ketenagalistrikan 
Seksi Pengendalian Dan Evaluasi Energi Baru Terbarukan Dan 
Ketenagalistrikan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu 
Kepala Bidang Pengendalian Dan Evaluasi dalam melakukan penyiapan bahan 
perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis mengenai Pengendalian Dan 
Evaluasi Energi Baru Terbarukan Dan Ketenagalistrikan. 
Keterangan Bagan Struktur Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 
Provinsi Sulawesi Selatan: 
1. Seksi Pemetaan Wilayah Izin Mineral Dan Batubar 
2. Seksi Pengusahaan Mineral Dan Batu Bara 
3. Seksi Produksi Dan Penjualan Mineral Dan Batubara 
4. Seksi Pemetaan Geologi Dan Air Tanah 
5. Seksi Konservasi Air Tanah 
6. Seksi Pengusahaan Air Tanah 
7. Seksi Konservasi Lingkungan Energi Dan Ketenagalistrikan 
8. Seksi Pengembangan Energi Dan Ketenagalistrikan 
9. Seksi Pengusahaan Energi Dan Ketenagalistrikan 
10. Seksi Pengendalian Dan Evaluasi Mineral Dan Batubara 
11. Seksi Pengendalian Dan Evaluasi Geologi Dan Air Tanah 
12. Seksi Pengendalian Dan Evaluasi Energi Baru Terbarukan Dan 
Ketenagalistrikan 
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Gambar.1 
BAGAN STRUKTUR DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 
 
 
Sumber : Peraturan Gubernur No.93 Tahun 2016 
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2. Struktur Organisasi Kabupaten Pangkep 
a. Struktur Organisasi Kabupaten Pangkep ( Sebelum UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah) 
Gambar.2 
         
 sumber : pangkep.go.id
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b. Struktur Organisasi Kabupaten Pangkep ( Setelah UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah) 
Gambar.3 
 
Sumber: Data Dari Bagian Organisasi Dan Tatalaksana Pemda Pangkep
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Berdasarkan gambar.2 dan gambar.3 terlihat  bahwa terbinya UU Nomor 
23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah banyak memberi perubahan terhadap 
struktur organisasi pemerintah Kabupaten Pangkep salah satunya adalah tidak 
adanya lagi Dinas Pertambangan di Kabupaten di karenakan dalam UU Nomor 23 
Tentang Pemerintah Daerah tidank menetukan  adanya  kewenangan Pemerintah 
Kebupaten/kota untuk mengurusi Bidang Pertambangan.  
Tidak adanya Dinas Pertambangan Kabupaten Pangkep di benarkan oleh -
 Kepala Bidang (Kabid) Pertambangan, Dahmadi Dahlan kepada 
Tribunpangkep.com, yang mengatakan bahwa: “Kita tidak lagi mengurusi, semua 
yang tangani provinsi, semua jenis usaha tambang diurus disana, kewenangan 
penuh ada pada provinsi," jelas Dahmadi.Ia menambahkan, seluruh hak dinas 
pertambangan di daerah, baik dari aspek pengawasan, keselamatan kerja operasi, 
konservasi dan lingkungan pertambangan dialihkan ke provinsi.
89
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89 http://makassar.tribunnews.com/2016/03/30/ini-tanggapan-kabid-pertambangan-pangkep-soal-
pengalihan-izin . di akses pada 07 mei 2017 pukul 07.00 wita. 
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3. Gambaran Umum Desa Mangilu 
a. Sejarah Desa Mangilu 
Desa Mangilu pada awalnya adalah satu kesatuan dengan Desa Biring Ere 
kemudian terbentuk khusus / dibagi dua menjadi Desa yang dinamakan Mangilu 
sekitar pada tahun 60an saat pertama kali dibentuk menjadi Desa, Desa Mangilu 
dipimpin Oleh seorang Kepala Desa yang bernama H. MUH. TAHA, dimana 
Desa Mangilu  terdiri dari 3 Dusun yaitu Dusun Siloro, Dusun Mangilu, dan Sela,  
serta mempunyai 4 RK dan 21 RT.
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b. Demografi 
Lokasi Desa Mangilu.berada di Kecamatan Bungoro Kabupaten 
Pangkajene dan Kepulauan  dengan luas wilayah ± 811,86Ha. dengan batas-batas 
wilayah desa sebagai berikut: 
1. Sebelah Utara berbatasan dengan DesaTabo-Tabo 
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Minasate’ne 
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa BuluTellue  
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Biring Ere 
Tabel.1  
Kondisi Geografis Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten 
Pangkep 
NO.. URAIAN  
1. Luas wilayah    : 811, 86 Ha 
                                                           
90 RPJM-Des Desa Mangilu Tahun 2014-2019 
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2. Jumlah Dusun :  3 (Tiga) 
1) Dusun Siloro 
2) Dusun Mangilu 
3) Dusun Sela 
 
 
 
 
 
 
3. Batas wilayah : 
a. Utara         : Desa Tabo-Tabo 
b. Selatan      : Kecamatan Minasate’ne 
c. Barat          : Desa Biring Ere 
d. Timur         : Desa Bulu Tellue 
 
 
4. Topografi 
a. Secara umum Desa Mangilu adalah daerah dataran   
Tinggi 
b. Ketinggian di atas permukaan laut  40 m 
5. Hidrologi : 
Tergantung dari Hujan 
6.  Klimatologi : 
a. Suhu 27 – 30 °C 
b. CurahHujan 68  mm/tahun 
c. Kelembabanudara 
d. Kecepatan angina 
Sumber: RPJM-Des Desa Mangilu Tahun 2014-2019 
c. Keadaan Sosial  
 Dalam wilayah Desa Mangilu saat ini dengan jumlah penduduk 4.342 jiwa 
yang sebagian besar memiliki pekerjaan pokok sebagai petani dengan keadaan 
sosial sebagai berikut: 
Tabel.2  
Keadaan Sosial Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep 
No URAIAN JUMLAH KETERANGAN 
1 Kependudukan 
a) Jumlah Penduduk 
b) Jumlah KK 
c) Jumlah Laki-Laki 
d) Jumlah Perempuan 
 
4.342 
1.341 
2.135 
2.207 
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2 Kesejahteraan Sosial 
a) Jumlah KK Prasejahtera 
b) Jumlah KK Sejahtera 
c) Jumlah KK Kaya 
d) Jumlah KK Sedang  
e) Jumlah Kmiskin 
 
18% 
15% 
20% 
40% 
7% 
 
3 Tingkat Pendidikan 
a) SD 
b) SLTP 
c) SLTA 
d) Diploma/Sarjana 
 
 
 
 
 
4 Mata Pencarian 
a) Petani 
b) Peternak 
c) Pedagang 
d) PNS 
e) Lain-lain 
 
70% 
8% 
15% 
5% 
2% 
 
5 Agama (Islam)   
Sumber: RPJM-Des Desa Mangilu Tahun 2014-2019 
d. Keadaan Ekonomi 
Desa Mangilu mangandalkan bidang pertanian dan perkebunan dan 
tambang perusahaan sebagai tulang punggung ekonomi desa, terdiri dari lahan 
hutan, persawahan, tanah kering, tanah perkebunan dengan komiditi padi dan hasil 
Pertanian sebagi komiditi terbesar.Selain itu juga dibudidayakan tanaman pangan 
seperti jagung, ubi kayu dan ubi jalar serta tanaman buah-buahan berupa mangga 
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dan pisang.komiditi  ini merupakan komiditi khas yang umumnya potensial 
dikembangkan. 
e. Sarana dan Prasarana 
Tabel.3  
Sarana dan Prasarana Desa Mangilu 
No Jenis Prasarana dan   
SaranaDesa 
Jumlah Keterangan 
1 Kantor Desa 1  
2 Gedung SLTA/SMK -  
3 Gedung SLTP/MTS 1  
4 Gedung SD 5  
5 Gedung MI -  
6 Gedung TK 1  
7 Masjid 8  
8 Paud 3 . 
9 Pasar Tradisional 1  
10 Poskesdes 1  
11 Posyandu   4  
12 Poskamling 3  
13 Jembatan 0  
14 Kantor BPD -  
 
 
15 Gedung Pertemuan -  
16 Pustu 2  
Sumber : RPJM-Des Desa Mangilu Tahun 2014-2019
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f. StrukturOrganisasi  
    Gambar.4 Struktur Organisasi Desa Mangilu 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: RPJM-Des Desa Mangilu Tahun 2014-2019 
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g. Susunan Pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD)  Desa 
Gambar.5 
  Struktur Organisasi BPD Desa Mangilu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : RPJM-Des Desa Mangilu Tahun 2014-2019 
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i. Potensi Desa 
 Secara umum potensi desa Mangilu dari tiga dusun terdiri : 
  
 Adanya sumber air yang bisa di kembangkan untuk kebutuhan 
masyarakat 
 Tersedianya Lahan untuk persawahan, serta pembukaan jalan 
desa 
 Lapangan sepak bola 
 Puskesmas 
 Sekolah TK 
 Sekolah SD 
 Mesjid 
 Tenaga kerja  
 Remaja Mesjid dan Karang Taruna 
 Kelompok usaha Rumah Tangga 
 Kelompok Tani 
 Saluran Air 
 Jalan Desa dan jalan Tani 
 Areal Pekuburan 
 Kantor Desa 
 Rumah Dinas Kepala Desa 
 Pos Yandu 
 
Masih Ada beberapa Potensi Masyarakat yang perlu di kembangkan 
skillnya seperti  peluang perbengkelan,  dan  daur ulang sampah bagi remaja putus 
sekolah. 
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B. Pengawasan Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Kewajiaban Pasca 
Tambang. 
Berdasarkan data dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi 
Sulawesi Selatan di Kabupaten Pangkep terdapat 72 Izin Usaha Pertambangan  
jadi dapat dilihat bahwa setiap kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh 
Pemegang Izin itu sendiri akan menyumbang dampak positif dan dampak negatif, 
dampak negatif itu seperti kerusakan lingkungan sehingga setelah kegiatan 
pertambangan telah selesai atau selesai sebagian maka diperlukan kegiatan 
pascatambang atau yang biasa disebut juga dengan istilah Rencana Penutupan 
Tambang (RPT) mineral dan batubara merupakan kewajiban yang harus dipenuhi 
oleh pemegang  Izin Usaha Pertambangan seperti yang telah diamanatkan dalam 
UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada 
Pasal 99 ayat (1) sampai (3) yang menyatakan bahwa: 
(1) Setiap pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan rencana reklamasi 
dan rencana pasca tambang pada saat mengajukan permohonan izin usaha 
pertambangan operasi produksi atau izin usaha pertambangan khusus 
operasi produksi. 
(2) Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pasca tambang dilakukan sesuai 
dengan peruntukan lahan pascatambang. 
(3) Peruntukan lahan pasca tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP 
dan IUPK dan pemegang hak atas tanah. 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 78  Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan 
Pascatambang menentukan bahwa : 
Pasal 20 
(1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Oprasi Produksi wajib 
melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana 
reklamasi dan rencana pascatambang sampai memenuhi kriteria 
keberhasilan. 
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(2) Dalam melaksanakan reklamasi dan pascatambang sebagaimana yang 
dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK 
Operasi Produksi harus menunjuk pejabat yang bertanggung jawab atas 
pelaksanaan reklamasi dan pascatambang 
 
Dalam pelaksanaan pemegang IUP dan IUPK wajib melakukan pelaporan 
tentang pelaksanaan pascatambang kepada pemerintah yang berwenang kemudian 
pemerintah melakukan evaluasi terhadap laporan pascatambang yang telah diatur 
dalam pasal 26 dan pasal 27 PP Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan 
Pascatambang: 
Pasal 26 
(1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib 
menyampaikan laporan pelaksanaan pascatambang setiap 3 (tiga) bulan 
kepada menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan 
kewenangannya; 
(2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenanganya melakukan 
evaluasi terhadap laporan pelaksanaan pelaksanaan pascatambang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 30 
(tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya laporan. 
 
Mengenai tata pelaporan dan evaluasi reklamasi dan pascatambang pada 
kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara lebih lanjut diatur dalam 
Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Reklamasi Dan 
Pascatambang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, Pada : 
Pasal 16 
(1) Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib menyusun rencana 
pascatambang berdasarkan Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan 
Hidup yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) 
sebagai persyaratan untuk mendapatkan IUP Operasi Produksi dan IUPK 
Operasi Produksi. 
(2) Rencana pascatambang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memuat: 
a. Profil wilayah, meliputi: 
1. Lokasi dan kesampaian wilayah; 
2. Kepemilikan dn peruntukan lahan; 
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3. Rona lingkungan hidup awal, meliputi peruntukkan lahan, 
morfologi, air permukaan, air tanah, biologi akuatik dan terestrial, 
serta sosial, budaya, dan ekonomi sesuai dengan dokumen 
lingkungan hidup yang telah disetujui; 
4. Kegiatan lain di sekitar tambang 
b. Dekskripsi kegiatan pertambangan, meliputi keadaan cadangan awal, 
sistem dan metode penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, serta 
fasilitas penunjang; 
c. Rona lingkungan hidup akhir, meliputi keadaan cadangan tersisa, 
peruntukkan lahan, morfologi, air permukaan dan air tanah, biologi 
akuatik dan terestrial, serta sosial, budaya, dan ekonomi. 
d. Program pascatambang, meliputi: 
1. Reklamasi pada lahan bekas tambang dan lahan diluar bekas 
tambang; 
2. Pengembangan sosial, budaya, dan ekonomi; 
3. Pemeliharaan hasil reklamasi; 
4. Pemantauan. 
e. Organisasi termasuk jadwal pelaksanaan pascatambang; 
f. Kriterian keberhasilan pascatambang, meliputi standar keberhasilan 
pada tapak bekas tambang, fasilitas dan pengolahan dan/atau pemurnian, 
fasilitas penunjang, dan pemantauan;dan 
g. Recana biaya pascatambang. 
(3) Rencana biaya pascatambang sebagaiman dimaksud pada ayat (2) huruf g 
dihitung berdasarkan: 
a. Biaya langsung, terdiri atas biaya : 
1. Pada tapak bekas tambang, terdiri atas biaya: 
a) Pembongkaran; 
b) Reklamasi; 
c) Pengamanan semua bukaan bekas tambang 
2. Pada fasilitas, pengolahan dan/atau pemurnian terdiri atas biaya: 
a) Pembongkaran; 
b) Reklamasi; 
c) Pemulihan (remediasi) tanah yang terkontaminasi 
3. Pada fasilitas penunjang, terdiri atas biaya: 
a) Pembongkaran; 
b) Reklamasi; 
c) Penanganan sisa bahan bakar minyak, pelumas, serta bahan 
kimia; 
d) Pemulihan (remediasi) tanah yang terkontaminasi; 
4. Pengembangan sosial, budaya, dan ekonomi; 
5. Pemeliharaan ; 
6. Pemantauan; 
b. Biaya tidak langsung, terdiri atas biaya: 
1. Mobilisasi dan demobilisasi alat; 
2. Perencanaan pascatambang; 
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3. Administrasi dan keuntungan pihak ketiga sebagai pelaksana pasca 
tambang; dan 
4. Supervisi. 
(4) Biaya pengembangan sosial, buadaya, dan ekonomi sebagaiman dimaksud 
pada ayat (3) huruf a angka 4 diatur dalam rangka meningkatkan 
kewirausahaan setelah memasuki pascatambang. 
(5) Rencana biaya pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus 
memperhitungkan nilai uang masa depan pada saat pelaksanaan pasca 
tambang. 
(6) Nilai uang masa depan sebagaiman dimaksud pada ayat (5) mengacu pada 
suku bunga obligasi pemerintah apabila suku bunga dalam Rupiah atau 
suku bunga obligasi Dolar Amerika Serikat apabila mata uang dalam 
Dolar Amerika Serikat. 
(7) Rencana biaya pascatambang sebagaiman dimaksud pada ayat (3) harus 
menutup biaya pelaksanaan pascatambang yang dilakukan oleh pihak 
ketiga. 
 
Pasal 17 
(1) Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi dalam menyusun 
reklamasi pascatambang sebagaiman dimaksud dalam pasal 16 harus 
berkonsultasi dengan pemangku kepentingan. 
(2) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 
1. Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, dinas teknis pemerintah 
provinsi, dan/atau dinas teknis pemerintah kabupaten/kota yang 
membidangi pertambangan mineral dan batubara. 
2. Instansi terkait lainnya;dan 
3. Masyarakat yang akan terkena dampak langsung akibat kegiatan usaha 
pertambangan. 
(3) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuat dalam 
bentuk berita acara yang ditandatangani oleh para pemangku kepentingan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
 
Dalam wawancara yang dilakukan dengan Kepala Seksi Pengendalian dan 
Evaluasi Mineral dan Batubara Bapak Djemy Abdullah terkait dengan rencana 
pascatambang menyatakan bahwa: 
 
“Dalam penyusunan rencana pascatambang harus memuat ketentuan-
ketentuan yang sudah diatur dalam peraturan menteri apabila tidak 
memuat ketentuan-ketentuan yang ada dalam Peraturan Menteri maka 
rencana pascatambang tersebut dikembalikan kepada yang bersangkutan 
untuk diperbaiki”91 
 
 
 
                                                           
91 wawancara pada tanggal 30 Maret 2017 
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Kemudian Bapak Djemy Abdullah juga menyatakan bahwa: 
“pemegang IUP dan IUPK juga wajib melakukan pemantauan terhadap 
pelaksanaan pascatambang apakah semua program pascatambang yang 
sudah disetujui terlaksana dengan baik atau tidak dan pemantauan tersebut 
tetap dilakukan walaupun masa berlaku IUP atau IUPK sudah berakhir 
untuk mengetahui apakah sudah tidak ada lagi tapak bekas tambang, 
sarana dan prasarana tambang yang membahayakan masyarakat sekitar 
tambang”92 
 
Selanjutnya menurut Bapak Djemy Abdullah menambahkan bahwa: 
“semua pemegang IUP dan IUPK di Kabupaten Pangkep taat terhadap 
peraturan yang berlaku yaitu melakukan pelaporan dalam benatuk tertulis 
setiap 3 (tiga) bulan sekali”93 
 
Dalam wawancara penulis dengan ketua Badan Permusyawaratan Desa 
Bapak Muhsin Yogi  mengatakan bahwa: 
“Dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan para pemilik perusahaan 
mamer itu menerima semua masukan yang masyarakat ajukan seperti 
permintaan air bersih dan penyiraman jalan yang beredebu”94 
 
Kemudian  hal tersebut dibenarkan oleh Risma Hafid ketua forum Pemuda 
Desa Mangilu yang mengatakan bahwa: 
“pengadaan air bersih dan penyiraman jalan yang berdebu memang sudah 
dilaksanakan sesuai keinginan masyarakat sekitar namun kegiatan 
pascatambang dalam hal pembongkaran bangunan yang belum terealisasi 
sepenuhnya karena masih ada sisa-sisa bangunan di sekitar bekas tambang 
yang belum di bongkar”95 
 
Dari pernyataan di atas bahwa para pemegang IUP dan IUPK setelah 
melakukan kegiatan pertambangan tidak boleh lepas tangan terhadap dampak-
dampak negatif yang disebabkan oleh kegiatan pertambangan tersebut walaupun 
masa berlaku IUP dan IUPK sudah berakhir ini bertujuan untuk memastikan 
                                                           
92 wawancara pada tanggal 30 Maret 2017 
93 wawancara pada tanggal 30 Maret 2017 
94 wawancara pada tanggal 05 April 2017 
95 wawancara pada tanggal 05 April 2017 
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bahwa tapak bekas tambang , sarana dan prasarana aman bagi masyarakat sekitar 
tambang sehingga kehidupan masyarakat disekitar tambang bisa kembali seperti 
sebelum adanya kegiatan pertambangan tersebut sesuai dengan tujuan kegiatan 
pascatambang yaitu untuk memulihkan fungsi lingkungan dan fungsi sosial 
menurut kondisi di seluruh wilayah pertambangan. 
Dalam pelaksanaan kegiatan pascatambang harus dilakukan pula 
pengawasan yang bertujuan agar semua kegiatan pascatambang berjalan sesuai 
dengan apa yang dicita-citakan dan tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan 
dalam pelaksanaannya. Sehingga pengawasan terhadap kegiatan usaha 
pertambangan mineral dan batubara khususnya kegiatan pascatambang diatur 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan 
Batubaran pada: 
Pasal 13 
(1) Menteri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan 
usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan 
pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. 
(2) Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya 
melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan 
yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, atau IUPR. 
Pasal 16 
Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) dilakukan 
terhadap: 
a. Teknis pertambangan; 
b. Pemasaran; 
c. Keuangan; 
d. Pengelolaan data mineral dan batubara; 
e. Konservasi sumber daya mineral dan batubara; 
f. Keselamtan dan kesehatan kerja pertambangan; 
g. Keselamatan operasi pertambangan; 
h. Pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang; 
i. Pemanfaatn barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa serta 
rancang bangun dalam negeri; 
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j. Pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan; 
k. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; 
l. Penguasaa, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan; 
m. Kegiatan lain dibidang kegiatan usaha pertambangan yang 
menyangkut kepentingan umum; 
n. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP, IPR, atau IUPK; dan  
o. Jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan. 
 
Pasal 17 
(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dilakukan melalui: 
a. Evaluasi terhadap laporan rencana pascatambang dan pelaksanaan 
kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IPR, dan IUPK; 
dan/atau 
b. Inspeksi ke lokasi IUP, IPR, IUPK 
(2) Pengawasan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 
1 (satu) kali dalam setahun. 
 
Pasal 28 
(1) Pengawasan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 16 huruf h paling sedikit meliputi: 
a. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan dokumen 
pengelolaan lingkungan atau izin lingkungan yang dimiliki dan telah 
disetujui; 
b. Penataan, pemulihan, dan perbaikan lahan sesuai dengan 
peruntukannya; 
c. Penetapan dan pencairan dana reklamasi; 
d. Pengelolaan pascatambang; 
e. Penetapan dan pencairan jaminan reklamasi pascatambang; dan 
f. Pemenuhan baku mutu lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
(2) Pengawasan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh inspektur 
tambang dan berkoordinasi dengan pejabat pengawas di bidang 
lingkungan hidup dan di bidang reklamasi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
 
Dalam wawancara yang dilakukan dengan Bapak Djemy Abdullah Kepala 
Seksi Pengendalian Dan Evaluasi Mineral Dan Batubara terkait dengan 
pengawasan kegiatan pascatambang menyatakan bahwa: 
“pengawasan itu dilakukan oleh menteri yang kewenanganya 
didelegasikan kepada Dinas ESDM  di setiap daerah namum dengan 
terbitnya UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah kewenangan 
mengawasi diambil alih oleh Dinas ESDM provinsi sehingga daerah tidak 
mempunyai kewenangan untuk mengawasi, kemudian di Dinas ESDM 
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provinsi yang mempunyai tugas untuk mengawasi jalannya kegiatan 
pertambangan adalah Bidang Pengendalian dan Evaluasi yang kemudian 
yang khusus mengawasi pertambangan mineral dan batu bara adalah Seksi 
Pengendalian Dan Evaluasi Mineral Dan Batubara”96 
 
Kemudian Bapak Djemy Abdullah menambahkan bahwa: 
“yang melakukan pengawasan itu ada dua yaitu terdiri dari pejabat 
pengawas yang melakukan pengawasan administrasi dan inspektur 
tambang yang melakukan pengawasan teknis seperti pengawasan terhadap 
rencana reklamasi dan rencana penutupan tambang inilah yang biasanya 
disebut kegiatan pascatambang”97 
 
Kemudian Bapak Djemy Abdullah mengatakan bahwa : 
“inspektur tambang melakukan inspeksi ke setiap kegiatan usaha minimal 
satu tahun sekali namun karena kurangnya aparatur inspektur tambang jadi 
yang didahulukan untuk dilakukan inspeksi adalah kegiatan usaha yang 
memiliki dampak yang lebih besar sehingga kegiatan usaha yang memilki 
dampak yang lebih kecil biasanya dapat dijangkau dalam lima tahun 
sekali”98 
 
Dari beberapa hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa pengawasan 
terhadap Pelaksanaan Pascatambang dilakukan oleh Pejabat Pengawas yang 
melakukan pengawasan dengan melakukan evaluasi terhadap laporan tertulis yang 
dilaporkan oleh pemilik izin usaha pertambangan setiap tiga bulan sekali dan 
Inspektur Tambang yang melakukan pengawasan teknis apakah pelaksanaan 
pascatambang sudah sesuai dengan yang dilaporkan pada laporan tertulis. 
Pengawasan yang dilakukan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan sudah sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun dalam pelaksanaanya 
terkendala oleh banyaknya perusahaan yang harus di awasi namun jumlah 
aparatur pengawas yang kurang memadai ini dikarenakan setelah terbitnya UU 
No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang dalam UU tersebut tidak 
                                                           
96 wawancara pada tanggal 23 Maret 2017 
97
 wawancara pada tanggal 23 Maret 2017 
98 wawancara pada tanggal 30 Maret 2017 
 96 
 
menyebutkan adanya kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam 
bidang pertambangan sehingga semua kewenangan pengawasan yang sebelumnya 
menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan 
Pemerintah Provinsi . 
C. Faktor-Faktor Yang Menghambat Pengawasan Pemerintah Terhadap 
Pelaksanaan Kewajiban Pascatambang Pemilik Izin Usaha Pertambangan 
Ketersedian sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam 
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral, sarana dan prasaran di Dinas Energi dan Sumber  Daya 
Mineral Provinsi Sulawesi Selatan dinilai masih kurang dalam melaksanakan 
tugas dan fungsi Dinas tersebut. Sarana dan prasarana yang masih kurang yaitu: 
kurangnya papan nama ruangan sehingga orang yang memiliki kepentingan sulit 
untuk menemukan ruangan sesuai dengan bidang kepentingannya serta tidak 
adanya ruang pertemuan yang luas untuk melakukan pembinaan kepada para 
pemegang Izin Usaha Pertambangan sesuai dengan kententuan Peraturan 
Pemerintah Nomor 55 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Selain faktor sarana dan 
prasarana adapun faktor penghambat Pengawasan Pemerintah Terhadap 
Pelaksanaan Kewajiban Pascatambang Pemilik Izin Usaha Pertambangan yaitu: 
1. Kurangnya pemahaman Pemegang Izin Usaha Pertambangan Terhadap 
kegiatan Pascatambang. 
Pemahaman pemegang Izin usaha Pertambangan diperlukan agar 
dalam melakukan perencanaan kegiatan pascatambang dapat membuat 
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program kegiatan pascatambang yang tepat sehingga dapat memperbaiki 
dampak-dampak yang telah terjadi pada saat proses kegiatan 
pertambangan, kurangnya pemahaman Pemegang Izin Usaha tersebut 
membuat pemerintah harus terus mengawasi jalannya proses 
pascatambang. 
2. Kurangnya Aparatur Pengawas 
Kurangnya aparatur pengawas menjadi salah satu faktor 
penghambat dalam  pengawasan pelaksanaan pascatambang dikarenakan 
jumlah inspektur tambang yang bertugas. Ini dibenarkan oleh Kepala 
Seksi Evaluasi dan Pengendalian Mineral dan Batubara Bapak Djemy 
Abdullah yang mengatakan bahwa : 
“Yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan 
hanya 58 (lima puluh delapan) orang sedangkan banyaknya jumlah izin 
usaha pertambangan yang harus diawasi 527 (lima ratus duapuluh 
tujuh) izin usaha pertambangan. Banyaknya jumlah perusahaan yang 
harus diawasi tersebut sehingga pemerintah harus membagi waktu agar 
pengawasan bisa dilakukan secara optimal”.99 
 
3. Jarak dan biaya 
Jarak dan biaya menjadi salah satu penghambat pelaksanaan 
pengawasan ini disebabkan kewenangan yang berada di provinsi yang mana 
pengawasan dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral diseluruh 
wilayah provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki jarak dan waktu tempuh 
yang berbeda-beda serta biaya kelokasi yang disediakan untuk melakukan 
pengawasan sangat minim. 
 
                                                           
99 Wawancara pada tanggal 15 Mei 2017 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. pengawasan terhadap Pelaksanaan Pascatambang dilakukan oleh Pejabat 
Pengawas yang melakukan pengawasan dengan melakukan evaluasi terhadap 
laporan tertulis yang dilaporkan oleh pemilik izin usaha pertambangan setiap 
tiga bulan sekali dan Inspektur Tambang yang melakukan pengawasan teknis 
apakah pelaksanaan pascatambang sudah sesuai dengan yang dilaporkan pada 
laporan tertulis. Pelaksanaan kewajiban pascatambang Pemegang Izin Usaha 
Pertambangan yang ada di kabupaten Pangkep, tepatnya di Desa Mangilu pada 
dasarnya sudah taat dalam melakukan kewajiban pascatambang yaitu dengan 
dengan melakukan pelaporan secara tertulis setiap 3(tiga) bulan sekali yang 
telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78  Tahun 2010 Tentang 
Reklamasi dan Pascatambang serta yang diatur dalam Peraturan Menteri 
Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Reklamasi Dan Pascatambang 
Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara. Namun pelaksanaan 
pengawasan teknis di Desa Mangilu ataupun Kabupaten Pangkep secara 
keseluruhan Belum maksimal di sebabkan oleh jarak pertambangan yang jauh 
dari jalan raya dan medan jalan yang menanjak, berliku dan terjal. 
2. Adapun faktor-faktor yang menghambat dalam pengawasan yang dilakukan 
oleh pemerintah belum maksimal ini disebabkan karena jumlah inspektur 
tambang yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha 
pertambangan hanya 58 (lima puluh delapan) orang sedangkan banyaknya 
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jumlah izin usaha pertambangan yang harus diawasi 527 (lima ratus duapuluh 
tujuh) izin usaha pertambangan di seluruh Provinsi Sulawesi Selatan dan Di 
Kabupaten Pangkep Sendiri Terdapat 72 IUP dan IUPK   sehingga pemerintah 
dalam melakukan pengawasan mengutamakan perusahaan-perusahaan besar 
yang juga memiliki dampak yang besar. Serta faktor kurangnya sarana dan 
prasarana seperti ruangan luas yang cukup untuk pembinaan para pemilik izin 
usaha pertambangaan agar pelakasanaan pascatambang dapat sesuai dengan 
rencana pascatambang dan kurangnya papan nama ruangan sehingga masyarkat 
yang ingin melapor apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam 
pelaksanaan pascatambang atau orang yang memiliki kepentingan tertentu 
kesulitan untuk mendapat ruangan yang melayani kepentingannya. Serta jarak 
tempuh dan biaya perjalanan yang minim sehingga pengawasan yang dilakuka 
belum bisa maksimal. 
B. Saran  
1. Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral melaksanakan pengawasan kegiatan 
pascatambang agar lebih meningkatkan koordinasi antara pejabat pengawas 
dan isnpektur tambang agar antara laporan tertulis sesuai dengan kenyataan 
yang ada dilapangan.  
2. Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral untuk memaksimalkan pengawasan 
agar menambah aparatur pengawas yang berkompeten dibidang tersebut namun 
jika terkendala di masalah biaya dapat pula dilakukan dengan cara merekrut 
para aparatur pengawas yang sebelumnya bertugas di kabupaten/kota yang 
sekarang telah dilebur kebeberapa dinas kabupaten/kota serta menambahkan 
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anggaran biaya pengawasan sesuai dengan jarak yang harus di awasi. 
Kemudian memberikan sanksi bukan hanya sanksi administratif yang berlaku 
untuk IUPnya saja tetapi sanksi bagi pelaku Usaha Pertambangan itu sendiri 
yang sesuai agar para pemilik izin usaha pertambangan dalam melakukan 
kewajibannya dapat taat dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. 
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